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Nama Penyusun  :  Abunawas 
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Judul  : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Terjadi 
Dalam Kampus 
 
 Skripsi ini bertujuan untuk membahas Permasalahan dunia kampus yang 
selama ini didalamnya sering terjadi tindak pidana yang tidak mencermingkan 
eksistensinya sebagai wadah kaum terdidik dan kaum terpelajar. Hal tersebut adalah 
merupakan suatu permasalahan yang harus dijawab mengapa hal yang demikian bisa 
terjadi, Sehingga mencoba untuk dijabarkan melalui tiga tahapan permasalahan dalam 
skripsi ini, yaitu: 1) memahami bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi dalam 
kampus, 2) Penyebab terjadinya tindak pidana dalam kampus, 3) mencoba untuk 
memahami tindakan apakah  yang selama ini dilakukan untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana dalam kampus, lalu kemudian menarik kesimpulan dari ketiga hal 
tersebut berdasarkan konteks keindonesiaan dalam penelitian yang telah dilakukan. 
 Penelitian ini dilakukan di UIN Alauddin Makassar yang melibatkan seluruh 
civitas akademika dan juga aparat penegak hukum yang terlibat dalam objek 
penelitian ini seperti dari pihak kepolisian, kejaksaaan dan pengadilan negeri 
Makassar, sampel dipilih secara acak sebanyak 100 responden yg terdiri dari 75 
mahasiswa dan 25 dosen serta beberapa informan. Data diperoleh dengan 
menggunakan instrument kuesioner dan wawancara, dan data dianalisis secara 
kualitatif. 
 Dari rentetan proses pengkajian tersebut, maka akhirnya diperoleh suatu 
analisa bahwa : 1) bentuk –bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kampus dapat 
dikualikikasi menjadi 4 bahagian yaitu : pencurian, penganiayaan, pengrusakan 
barang, dan sajam/sempi. 2) Kebanyakan kejadian tindak pidana dalam kampus 
disebabkan oleh banyak factor : Faktor Umum dan factor Internal dalam kampus 
seperti : Faktor Biologis atau Pembawaan dari para pelaku, Faktor Lingkungan yang 
Mempengaruhi Pelaku, Faktor Spiritualis yang kurang dimiliki oleh para pelaku. 3)Dan 
adapun upaya yang  dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam 
kampus pada umumnya ada dua hal, yang pertama adalah upaya preventif Membuat 
praturan atau tata tertib (kode etik), Melakukan pembinaan baik pembinaan moral dan 
akhlak, Melakukan kegiatan silaturrahim atau halal bi halal dengan segenap civitas 
akademika, Pemberian ancaman. dan yang kedua adalah upaya represif meliputi : 
skorsing atau pemecatan terhadap pelaku, dan menindak para pelaku dengan peroporsional 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang  
 Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia 
seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus 
informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.   Penemuan 
baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung 
terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup 
manusia. Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan 
baru untuk kelangsungan hidupnya, memerlukan perlindungan terhadap gangguan-
gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Kualitas dan kuantitas  
kejahatan tersebut semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi 
dan canggih.  Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring 
dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 
demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan 
berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan 
tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan 
lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.
1
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  Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2  Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-
beda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainya. 
Latar belakang kejahatan di dalam kampus belum tentu sama cara dan penyebabnya 
bila dibandingkan dengan kejahatan di tempat lainnya. Masyarakat senantiasa 
berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan 
pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang 
pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan 
kejahatan tersebut, hal demikian tidak terlepas dalam dunia kampus.  
Dunia kampus yang dulu dikenal sebagai tempat orang terdidik, tempat orang-
orang yang santun. Dimasa kini gelaran tersebut hampir hilang dalam pemikiran 
masyarakat pada umumnya, akibat dari kejadian atau prilaku para penduduk kampus 
(civitas Akademika) yang melakukan tindakan yang tidak menggambarkan terhadap 
gelar  yang disandangnya. Misalnya banyaknya tindakan yang dilakukan oleh oknum 
ataupun kelompok civitas akademika yang melakukan tindakan yang melanggar 
norma ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : KUHP, Hukum 
Agama, dan norma-norma yang hidup dalam Kehidupan masyarakat.  yang dimana 
kejadian tersebut terjadi dalam kampus yang kini diistilahkan dengan  tindak pidana 
kampus ( merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh civitas akademika yang 
terjadi dalam kampus dan pihak kampus menyerahkan  perbuatan tersebut untuk 
diambil tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran kepada aparat yang berwenang 
{Kepolosian} karena merupakan tindakan yang diatur dalam Kitab undang-undang 
hukum pidana ). 
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Tidak banyak dari kalangan masyarakat dan pihak akademisi memahami 
secara jelas tentang bentuk tindak pidana yang terjadi dalam dunia kampus dan 
tindakan apa yang semestinya dilakukan jika terjadi perbuatan atau tindakan pidana 
yang terjadi dalam dunia kampus mengingat adanya statuta kampus dan karakter 
berfikir yang membedakan dengan situasi masyarakat pada umumnya. Mengingat hal 
yang demikian memunculkan  banyak kalangan yang  mencerca kejadian tersebut dan 
juga sebagian dari kalangan masyarakat menganggap bahwa hal yang demikian 
adalah merupakan  sebuah pelanggaran atau tindakan yang dapat dipidana. Semisal 
yang sering ditapilkan di layar kaca maupun di media cetak lainya tentang tindakan 
yang dilakukan oleh oknum ataupun sebagaian dari kalangan yang  sering digelar 
dengan kaum terpelajar, kalangan orang-orang terdidik ataupun kaum intelektual, 
yang sering mempertontonkan hal-hal yang tidak mencermingkan terhadap gelar  
yang ditelah melekat pada dirinya, seperti : Melakukan pengrusakan fasilitas kampus, 
melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa lainya dan tidak kalah populernya 
adalah melakukan demonstrasi  anarkis yang mengatasnamakan rakyat akan tetapi   
tidak  sedikit dari masyarakat yang merasakan ataupun yang menanggung dari 
tindakan tersebut semisal terkena lemparan batu dan juga kerusakan barang yang 
dimiliki. 
 Realitas yang harus dialami sekarang ini  adalah  persoalan yang menjadi 
tugas untuk semua, dan  yang perlu kita fahami dan mencari solusi atasnya adalah apa 
yang menyebabkan sehingga muncul tindak pidana dalam institusi kaum terdidik, 
kaum yang memahami baik atau buruknya suatu tindakan, benar atau salahnya suatu 
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perbuatan, dan memahami akan akibat yang dimunculkan oleh tingkah laku tersebut. 
Sebagai suatu bentuk partisipasi dalam menjawab pertanyaan tersebut dapat di fahami 
dalam perspektip kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu yang membahas tentang 
kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai sebuah gejala social.  
Pandangan kriminologi sangatlah penting dikaji dalam menilai dan mengukur 
serta memahami terhadap apa yang dilakukan oleh kalangan intelektual tersebut dan 
atas  perlakuan terhadap mereka yang diduga melakukan tindakan Kriminal atau 
tindak pidana, yang mendapat ganjaran atau hukuman atas perbuatan  yang telah 
dilakukan oleh pihak yang berwenang. Mulai dari pihak kampus yang memberikan 
hukuman kepada pelaku seperti : hukuman  biasa, skorsing, denda dan Tidak banyak 
dari mereka di keluarkan secara terhormat ataupun tidak terhormat, serta hukuman 
yang brasal dari pihak yang berwenang dari luar kampus yang tidak lain adalah aparat 
penegak hukum ( POLISI ) adalah kurungan penjara dan tidak sedikit dari mereka 
mendapatkan sanksi tambahan yaitu sanksi social dari kalangan civitas akademika 
maupun sanksi masyarakat pada umumnya, pada hal sudah sangat jelas dipaparkan 
tentang larangan berbuat kejahatan atau berbuat membahayakan diri dengan orang 
lain sebagai mana diriwatkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 
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 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung. : CV. Pustaka Setia, 2007), h. 261 
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Jangan membuat Membahayakan  diri sendiri dan membahayakan orang lain. 
Keadaan inilah  yang mendorong, memotifasi , dan memunculkan niat  
penulis untuk membahas, menganalisa, mengkaji dan mengungkap permasalahan 
tersebut dalam skripsi  . Berdasar dari paparan latar belakang  diatas penulis maka 
penulis melakukan penelitian yang berjudul : Tinjauan Kriminologis terhadap 
Tindak pidana yang terjadi dalam Kampus. Untuk lebih memahami secara 
mendalam tentang bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi dalam 
kampus, bagaimana  latar belakang  atau faktor faktor terjadinya tindak pidana yang 
terjadi dalam kampus, upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadikan 
tindak pidana dalam kampus serta bagaimana pandangan masyarakat tentang tindakan 














B.    Rumusan Masalah dan Batasan masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka untuk menjelaskan secara terarah 
dengan mendalami sesuai dengan tujuannya, maka dapat dirumuskan permasalahanya 
sebagai berikut : 
 
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kampus ? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya  tindak pidana   
dalam kampus ? 
3. Upaya-upaya Apakah yang dilakukan dalam mencegah terjadikan tindak 
pidana dalam kampus ? 
 
Adapun batasan masalah yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini. 
Penulis membatasi terhadap kajian tindak pidana yang terjadi dalam kampus UIN 
Alauddin Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2006 - 2010. 
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C. Hipotesis  
Secara etimologis, hipotesis berarti sesuatu yang masih kurang untuk sebuah 
kesimpulan pendapat, dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan, tetapi 
kesimpulan ini belum final, dan masih harus dibuktikan kebenarannya
4
 
Setelah penulis merumuskan masalah sebagaimana di atas, maka lebih lanjut 
penulis akan mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dari permasalahan 
yang ada. Adapun hipotesis yang dimaksud adalah : 
1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam kampus dewasa ini yang di 
fahami adalah Pengerusakan barang, penganiayaan, dan pembunuhan. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak pidana (delik) dalam kampus 
dilatar belakangi perbedaan pendapat diantara para oknum dalam kampus dalam 
menanggapi suatu permasalahan kampus, Faktor biologis serta pengaruh egoisme, 
kondisi kejiwaan. Faktor lingkungan para mahasiswa yang masih dalam proses 
menuju kedewasaan. 
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kampus adalah :  
a. Membuat peraturan kode etik dan tata tertib. 
b. Melakukan pendidikan, pelatihan dan pembinaan di bidang organisasi. 
c. Melakukan penindakan terhadap oknum yang terbukti melanggar. 
d. Melaporkan ke pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. 
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 Winarno Surahmad, Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah,  (Bandung: 
PN. Tarsito, 1975), h. 58 
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D. Pengertian Judul 
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang 
sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul 
ini. 
“Tinjauan” brasal dari kata tinjau yang brarti melihat suatu yang jauh dari 
ketinggian, (datang, pergi) melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati, dsb), 
mengintai; menyelidiki, melihat (memeriksa); menilik; mempertimbangkan kembali, 
mempelajari dng cermat; memeriksa (untuk memahami dsb), menduga (hati, 
perasaan, pikiran, dsb): dan di tambah dengan akhiran an yang Menjadikan kata 
tinjauan brarti : hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, 
mempelajari, dsb), perbuatan meninjau. 
“Kriminologis”, brasal yang barasal dari kata kriminologi yang mendapat 
tambahan S. (criminology dalam bahasa Inggris, atau kriminologie dalam bahasa 
Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata ”crimen” dan ”logos”. 
Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi 
secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat. Istilah kriminologi 
pertama kali digunakan oleh P/ Topinard, seorang sarjana Perancis, pada akhir adab 
ke sembilan belas. 
W.A Bonger (1970) memberikan batasan bahwa ”kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya”,Bonger, 




1. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil 
penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya. 
2. Kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan 
pengelamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, 
memeperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki 




Dan kemudian tambahan S pada akhir kata kriminologi tersebut menandakan 
atau mengartikan kaitan dan jika diartikan secara menyeluruh Kriminologis  adalah 
berkenaan atau berkaitan dengan kriminologi. 
“ Terhadap” dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI)  yang brawal dari kata 
hadap yang mendapat awalan ter yang menjadikan kata terhadap yang berarti kata 
depan untuk menandai arah. 
“Tindak Pidana” yang merupakan sebuah istilah Hukum yang sering juga 
disebut pristiwa pidana ataupun Perbuatan pidana yang berarti : perbuatan atau 
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, suatu peristiwa hukum 
yang dapat dinyatakan  sebagai tindak pidana kalau memenuhi unsure-unsur 
pidananya. 
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“ yang “ dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti : kata untuk menyatakan 
bahwa kata atau kalimat yg berikut diutamakan atau dibedakan dari yang lain, kata 
yang menyatakan bahwa bagian kalimat yang berikutnya menjelaskan kata yang di 
depan, bahwa. 
“ Terjadi “ dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang brasal dari kata 
jadi yang brarti langsung berlaku (dilakukan, dikerjakan); tidak batal. Yang mendapat 
awalan ter yang menjadi satu kata terjadi yang brarti : sudah dijadikan (diadakan, 
sudah berlaku (tt suatu peristiwa):,  
“ Dalam “ dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti : jauh ke 
bawah (dr permukaan); jauh masuk ke tengah (dr tepi):, paham benar-benar (tt ilmu 
pengetahuan dsb, bagian yg di dalam, bukan bagian luar, lingkungan daerah (negeri, 
keluarga) sendiri,  
“ Kampus “ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) brarti : daerah 
lingkungan bangunan utama perguruan tinggi (universitas, akademi) tempat semua 
kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung
6
. 
Jadi secara umum  defenisi dari judul skripsi ini adalah Melihat hal yang 
berkaitan dengan krimionoligi (Ilmu kejahatan) atas perbuatan yang dikenakan pidana 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian agar terarah dan mengenai sasaran, maka harus mempunyai 
tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi dalam 
kampus.  
b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya 
criminal dalam kampus. 
c. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah 
terjadinya tindak pidana dalam kampus. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penyusun 
terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh 
kuliyah guna mengatasi masalah hukum yang terjadi pada masyarakat. 
b. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa 
dalam meraih gelar keserjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas 








1. Keguanaan  teoritis 
a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya 
dan ilmu hukum, khususnya hukum Pidana. 
b. Dapat menambah Khasanah Kepustakaan mengenai masalah Kriminologi 
dalam dunia kampus. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai sebuah sumbangsi pemikiran dalam penerapan aturan dalam dunia 
pendidikan secara umum dan dunia kampus khususnya. 
b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan 
pemikiran terhadap lembaga pendidikan. 
c. Untuk memberikan informasi pada masyarakat dan mahasiswa serta 
pembaca mengenai seluk beluk Kriminologi dalam dunia Kampus. 
 
F.   Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan 
dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-
masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. 
Bab kesatu merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsure-unsur yang 
menjadi syarat suatu penelitian ilmiah,  yaitu latar belakang, rumusan masalah, 
hipotesis , pengertian judul, tujuan dan Kegunaan penelitian, dan sistematika 
pembahasan. Bab ini merupakan bab pembahasan pendahuluan dari pembahasan-
13 
 
pembahasan dalam bab-bab berikutnya, yang berfungsi sebagai pengantar kepada 
materi pembahasan bab-bab berikutnya. 
Bab kedua menjelaskan tinjauan Kepustakaan tetang Pengertian kriminologi 
dan, defenisi kejahatan dan penjahat, defenisi tentang tindak pidana , kaitan 
kriminologi dengan hukum pidana , Sebab kejahatan menurut Kriminologi, faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana serta bagaimana pandangan Islam tentang tindak 
pidana yang terjadi dalam kampus. 
Bab ketiga Metode yang digunakan penulisan skripsi ini atau  bab yang secara 
khusus membahas tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber 
data, populasi dan sampel, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data . 
Bab keempat merupakan bab inti dari skripsi ini yang membahas tentang  
tinajauan umum lokasi penelitian, bagaimana bentuk –bentuk tindak pidana yang 
terjadi dalam kampus, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana dalam 
kampus, serta Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kampus untuk menyelsaikan 
ataupun mencegah terjadinya tindak pidana dalam kampus. 
Bab Kelima bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh 










Di dunia ini paling tidak terdapat dua fenomena yang sangat powerfull yang 
mampu mengubah wajah dunia, yaitu ilmu pengetahuan dan hukum. Hukum adalah 
sesuatu yang menembus wajah kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi kita. 
Hukum membentuk hidup kita dari kondisi-kondisi sejak lahir hingga mati dan segala 
diantaranya. Kriminologi yang bagaimanapun tidak dapat dihindarkan sebagai 
pengetahuan tentang “knowledge-power” yang secara inheren berkaitan dengan 
praktek penjatuhan hukuman. Bagaimanapun pandangan untuk membangun reflexie 
kriminology diharapkan dapat memberikan sumbangan, bukan saja pada aspek 
peningkatan peradaban dan kontrol diri dalam manajemen tertentu dari kehidupan 
sosial dan personal di dalam masyarakat akan tetapi juga sebagai pertimbangan 
tingkat reflexivitas yang mungkin dapat dilakukan (possible) dan di dalam keinginan-
keinginan intelektual dari disiplin yang ada serta terhadap reformasi sosial.  
Dasar pengategorian penyimpangan didasari oleh perbedaan perilaku, kondisi 
dan orang. Penyimpangan dapat didefinisikan secara statistik, absolut, reaktifis atau 
normatif. Perbedaan yang menonjol dari keempat sudut pandang pendefinisian itu 
adalah pendefinisian oleh para reaktifis atau normatif yang membedakannya dari 
kedua sudut pandang lainnya. Penyimpangan secara normatif didefinisikan sebagai 
penyimpangan terhadap norma, di mana penyimpangan itu adalah terlarang atau 
terlarang bila diketahui dan mendapat sanksi. Jumlah dan macam penyimpangan 
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dalam masyarakat adalah relatif tergantung dari besarnya perbedaan sosial yang ada 
di masyarakat. 
A. Pengertian Kriminologi 
Pengertian kriminologi belum ada sesuatu defenisi yang sama antara pendapat 
yang satu dengan pendapat yang lainnya, demikian penulis akan mencoba untuk 
meninjau dari satu segi antara lain :  
1. Segi Etimologi Bila diartikan dari segi etimologi, kriminologi berasal dari 2 
(dua) suku kata yaitu crime; kejahatan dan logos; ilmu pengetahuan.  Jadi 
kalau diartikan secara lengkap kriminologi adalah ilmu yang mempelajari 
tentang seluk beluk kejahatan.  
2. Menurut pendapat Sarjana 
Para sarjana kriminologi mengemukakan defenisi/batasan serta pengertian 
tentang kriminologi, yaitu : 
a. Mr.W.A.Bonger Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu 




b. Mr. Paul Moedikno Moeliono . Mengatakan kriminologi adalah ilmu 
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c. Edwin H. Sutherland . Kriminologi adalah keseluruhan ilmu 
pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social.
9
 
d. Frij . Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, 
bentuk, sebab dan akibatnya.
10
 
e. Van Bemelen . Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, 
yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang 
menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
11
 
Kalau kita perhatikan defenisi menurut pendapat sarjana diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai 
pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan 
terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubunganya dengan kejahatan 
itu. 
 
B. Kejahatan dan Penjahat 
 
   Dewasa ini perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat 
cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah 
berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh 
modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah 
mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi 
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jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka 
sulit kalau dikatakan Negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile 
Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam setiap 
masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tid 
ak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.
12
 
    Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai 
perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si 
pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka 
ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang 
memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum 
tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua 
golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya 
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.
13
 Perbuatan yang 
dikategorikan sebagai kejahatan memiliki ciri-ciri yang nampak dan dapat dirasakan 
keberadaannya, untuk dapat dibedakan dengan perbuatan- perbuatan dalam 
melakukan suatu aktivitas seperti berjalan, berlari, makan, minum, tidur, tertawa, 
menangis, dan lain sebagainya.    
Sedangkan Menurut JE. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuco 
Kejahatan adalah setiap perbuatan ( termasuk kelalaian ) yang dilarang oleh hukum 
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publik untuk melindungi masyrakat dan diberi sanksi berupa pidana Negara. 
Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma social 




Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau 
perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat, seperti 




Terlepas dari berbagai pengertian tentang kejahatan tersebut yang 
memiliki penamaan yang bersifat Umum, pada perinsipnya pengertian kejahatan 
sebagai perbuatan manusia dapat diartikan dari beberapa peninjauan yang akan 
diuraikan sebagai berikut : 
 
1. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi Kriminologi. 
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari Segi Hukum/ yuridis. 
3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis. 
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1. Kejahatan ditinjau dari Segi Kriminologi 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita 
dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda 
satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk m 
emahami kejahatan itu sendiri.
16
 
     Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad 
lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa 
emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan 
bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan 
yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, 
tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau 
yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman 
berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak 
banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus 
dicari sebab- musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. 
    Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam 
suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan 
cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya 
merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari 
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     Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap 
tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan 
sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu 
dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, me 




2. Kejahatan ditinjau dari Segi Hukum atau Yuridis 
Kejahatan ditinjau dari segi yuridis pandangan pandangan hukum, 
yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar 
atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, 
atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang 
ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-
perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam 
masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok 
masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
(doleus) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk 
menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.
19
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    Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum 
yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 
kejahatan dirumuskan dalam Pasal-pasal dengan menyebutkan barang siapa, 
atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam pasal yang 
bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu.   
 Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab 
Undang- undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu 
dalam undang- undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang 
merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat 
(1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut : 
“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan 
ketentuan pidana dalam undang- undang yang ada terdahulu daripada 
perbuatan itu”20. 
Sutherland juga menambahkan bahwa Kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya 
dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti 
perbuatan- perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan 
(tindak pidana). Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan 
pembinaan pelanggaran hukum, yang diselenggarakan oleh badan PBB pada 
bulan September 1975 di Genewa memberikan rekomendasi dengan 
memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan 
                                                 
            20 Redaksi Penerbit Asa Mandiri, KUHP dan KUHAP, (Jakarta,  : Asa Mandiri, 2006) h. 13 
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kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (Illegal Abuses of Economic 
Power) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan 
dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan 
transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak, dan terhadap 
Penyalahgunaan Kekuasaan Umum secara Melawan  (Illegal Abuses of 
Economic Power) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, 
penyalahgunaan oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan 
yang melanggar hukum. Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan 
menurut hukum dikelompokkan dalam istilah Conventional Crime yaitu 
kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. Istilah victimless crime (kejahatan tanpa korban, meliputi 
pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Istilah white 
collar crime (kejahatan kerah putih) meliputi tindak pidana korupsi 
pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang dilakukan 
oleh tingkat elite atau high class atau dikenal dengan istilah korupsi, kolusi 
dan nepotisme (KKN). Istilah corporate crime  adalah kejahatan badan-badan 
usaha. Istilah new demention crime dan mass crime atau kejahatan massa.
21
 
Kejahatan ditinjau dari segi yuridis merupakan jeni-jenis kejahatan 
yang sudah defenitif. Maksudnya telah di tentukan secara tertentu dalam suatu 
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   Seperti yang telah dikemukakan diatas dapatlah dirumuskan bahwa 
dari segi yuridis atau hukum pidana yang diartikan dengan perbuatan-
perbuatan manusia yang memenuhi perumusan-perumusan ketentuan yang 
tercantum dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah 
ada sebelum perbuatan itu terjadi.      
3. Kejahatan ditinjau dari Segi Psikologi 
  Secara psikologi, kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang 
terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-
norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.
23
 
   Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak 
normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari 
sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat 
terjadi karena beberapa kemungkinan:
24
 
a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang 
dilakukan oleh orang-orang : 
1) Yang menderita sakit jiwa. 
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2) Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena 
kondisi IQ-  nya dan sebagainya. 
b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong 
menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-
orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional. 
c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu 
atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan 
kejiwaan, yaitu  yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu 
menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Jadi secara 
psikologi kejahatan adalah perbuatan manusia yang abnormal yang 
bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor 
kejiwaan si pelaku kejahatan tersebut.    
Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam 
kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan-batasan 
tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat 
dibicarakan unsur- unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, 
misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya.
25
 
    Batasan mengenai kejahatan menurut Bonger adalah perbuatan yang 
sangat anti-sosial dan memperoleh tantangan dengan sadar diri dari negara 
berupa penderitaan (hukuman atau tindakan).
26
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  Selanjutnya Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan 
sebagian dari perbuatan immoral. Oleh karena itu perbuatan immoral adalah 
perbuatan anti- sosial, namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah 
lakunya masyarakat dan masyarakatnya, sebab perbuatan seseorang tidaklah 
sama. Berarti secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum dan undang-undang yang dimana diperlukan suatu 
kepastian hukum, karena dengan ini orang dapat mengetahui apakah 
perbuatan itu jahat atau perbuatan itu tidak jahat. 
4. Kejahatan ditinjau dari Segi Sosiologi 
 Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran 
sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh 
masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang 
berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi 
dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan 
dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan 
kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh 
besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, 
melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau 
kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan 
masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa 
26 
 
dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang- undang 
pidana.
27  
 Ditinjau dari sosiologi, Sutherland menyelidiki bahwa kejahatan 
merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber di 
masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan 
kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan 
tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari 
sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kajahatan atau sifat jahat itu 
sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di 
masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda, 
yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.
28
 
   Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana 
kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam 
masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma 
masyarakat). Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah 
penyimpangan terhadap kaidah- kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. 
Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur 
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-  Pengertian penjahat dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya:30 
 Penjahat atau pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis 
merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang 
pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan telah 
dijatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah 
narapidana. 
 Selama belum  dijatuhi hukuman, seseorang belum dianggap 
sebagai penjahat. Asas ini disebut Presumption of Innocent (asas 
Praduga tak Bersalah).  
   Dilihat dari aspek ekonominya, menurut Person, Penjahat 
merupakan orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang 
lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat 
sekelilingnya.     
    Pada aspek sosial, menurut Mabel Elliot, penjahat merupakan 
orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma 
masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh 
masyarakat.   
   Dalam aspek religious, J. E. Sahepaty, mengatakan bahwa 
penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial, perbuatannya 
bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta 
merugikan dan menggangu ketertiban umum.    
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  Sedangkan menurut Socrates, dilihat dari aspek filsafatnya, 
Penjahat merupakan orang-orang yang suka melakukan perbuatan 
bohong (pembohong).    
  Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, 
dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, 
perbedaannya ada pada aspek biologik, psikologis, maupun sosio-
kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan 
dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara 
mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek 
kultural (determinis cultural). Keberatan utama terhadap kriminologi 
positif, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan 
tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial.   
   Dalam hal ini, dapat kita lihat Pelaku kejahatan di sini terdapat 
2 (dua) cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau 
berdasarkan sifat-sifat si pelaku. Untuk dua cara tersebut diatas 
diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku, baik 
sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan 
berdasarkan apa yang tampak keluar. Pembagian berdasarkan tipe- tipe 
si pelaku, di mana tidak selalu dipisahkan kriteria sifat dan motifnya si 
pelaku. 
31
Beberapa klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini:  
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1. Berdasarkan penelitiannya, Lambrosso mengklasifikasikan Pelaku 
kejahatan dengan 4 (empat) golongan:
32
 
a. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, 
yaitu adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang 
manusia.  
b. Insane Criminal yaitu orang-orang yang tergolong kedalam 
kelompok idiot, embisil, atau paranoid.  
c. Occasional Criminal atau Criminoloid yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya.  
d. Criminals of Passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. 
2. Dalam bukunya Criminology, Ruth Shonle Cavan, membedakan 
tipe-tipe penjahat dalam 9 (Sembilan) jenis, yaitu: penjahat-penjahat 
ringan dan iseng yang disebut Casual Offender dan Occasional 
Criminal. Juga untuk tipe penjahat dari kelas pejabat, yang 
menyalahgunakan jabatannya disebut The white Collar Crime. Dan 
terakhir dari tipe orang-orang yang mengandalkan mata 
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pencahariannya dari kejahatan yang disebut The Professional 
Criminal dan The Organized Criminal.
33
 
3. Ajaran Tipe dari Mayhew dan Moreau, yang membedakan:34 
 a. Para penjahat Profesional yang menghabiskan masa hidupnya 
dengan kegiatan-kegiatan kriminal, dan  
 b. Para penjahat Accidental yaitu yang melakukan kejahatan 
sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat 
diperhitungkan sebelumnya.  
 c. Para penjahat yang Terbiasa yang terus menerus melakukan 
kejahatan karena kurangnya pengendalian diri. 
 4. Ajaran Tipe dari Lindesmith dan Dunham, membedakan:35 
 a. Para pelaku Individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa 
dukungan  budaya, 
                             b. Para penjahat Sosial yang didukung oleh norma kelompok 
tertentu dan dengan kejahatannya memperoleh status dan 
penghargaan dari kelompoknya. 
5. Ajaran Tipe dari Gibbons dan Garrity, yang membedakan antara 
kelompok penjahat yang seluruhnya orientasi hidupnya dituntun 
oleh kelompok pelanggar hukum dan kelompok penjahat yang 
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orientasi hidupnya sebagian besar ditunjang dan dibimbing oleh 
kelompok bukan pelanggar hukum.   
6. Ajaran Tipe dari Walter C. Recless, yang membedakan kedalam 
Penjahat Biasa, Penjahat Terorganisir, dan Penjahat Profesional. 
Ketiga tipe ini mempunyai persamaan yaitu pada umumnya 
cenderung menyangkut kejahatan terhadap harta benda, penjahat 
cenderung mengkhususkan diri dalam kejahatan tertentu yang 
membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda.
36
 




 a. Faktor-faktor psikopatis dengan para pelaku:  
  1) Orang-orang sinting, dan  
  2) Bukan Orang-orang sinting yang psikis abnormal.  
b. Faktor-faktor organis dengan para pelaku:  
1) Orang-orang yang menderita gangguan organis yang 
menimpa mereka pada usia lanjut dan beberapa macam 
orang invalid atau orang cacat, dan,  
       2) Orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir 
atau sejak masih kecil, yang menyulitkan pendidikan atau 
penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan yang buta).  
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c. Faktor-faktor sosial dengan para pelaku:  
 1) Para pelaku karena kebiasaan. 
2) Para pelaku karena kesempatan ( karena kesulitan ekonomi 
atau fisik ). 
       3) Para pelaku yang secara kebetulan melakukan kejahatan 
pertama, kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar 
atau suatu seri kejahatan kecil. 
        4) Para peserta dalam kejahatan berkelompok atau 
menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses 
pengadilan.   
8. Pembagian dari Seelig dengan pangkal tolak bahwa suatu kejahatan 
dilakukan akibat dari ciri watak si pelaku (Disposisinya) atau dari 
suatu kejadian psikis, langsung menjelang atau selama 
dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Oleh karena itu, 
pembagian ini secara ketat, tidak memiliki kesatuan pangkal tolak. 
Selanjutnya Seelig dan Weindler berpendapat bahwa para penjahat 
biologis (mereka yang berciri fisik dan psikis) merupakan 
sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna, yang tidak 
memiliki kebersamaan ciri biologis.
38
 
Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut:
39
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a. Penjahat profesional yang malas berkerja, mereka terus 
melakukan kejahatan untuk menggantikan cara bekerja yang 
normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan cara hidup 
mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para penjahat 
profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-
penjahat kecil yang malas berkerja (para pengembara jalanan, para 
gelandangan dan pelacur),  
 b. Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka 
yang lemah, lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam 
masyarakat, bekerja secara normal, dan acap kali pekerja yang 
cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, 
juga yang muncul dalam pekerjaan mereka. Sifat dari kejahatan 
terhadap harta benda bergantung selanjutnya dari pekerjaan: 
pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumahtangga, 
penggelapan oleh personil administrasi dan para pegawai, perbuatan 
curang pada pekerjaan paramedis, dan pada akhirnya terlepas dari 
semua pekerjaan, menahan barang-barang yang ditemukan sebagai 
pemiliknya sendiri. 
c. Para penjahat kareana nafsu agresif, mereka mudah tersinggung 
sehingga berbuat agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan 
secara lisan atau tulisan (penghinaan, pencemaran nama, penodaan 
nama).   
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d. Para penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual, 
termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya 
langsung memuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu oleh karena 
mereka tidak mampu menguasai diri mereka.   
e. Para penjahat karena krisis, mereka ini melihat kejahatan sebagai 
suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka dapat disebabkan 
karena:  
1) Perubahan fisik pada si pelaku yang mengakibatkan 
ketidaktenangan psikis atau ketegangan,  
2) Kejadian-kejadian lahiriah yang tidak menyenangkan, 
terutama di bidang ekonomi dan percintaan,  
3)    Perbuatan sendiri.    
 Seelig menyebut sebagai penjahat krisis:  
a) Penjahat harta benda akibat pasca pubertas yang 
melakukan kejahatan karena keinginan yang tidak 
tercapai untuk memiliki banyak uang yang 
seharusnya dimiliki pada waktu dewasa, 
b) Penjahat yang melakukan perbuatan curang dalam 
asuransi karena butuh uang (melakukan 




c) Lelaki yang mendorong abortus untuk mengakhiri 
kehamilan yang dilakukannya sendiri (terutama 
yang diluar perkawinan) atau membunuh wanita 
hamil itu,  
d) Pembunuhan berencana karena cintanya tidak 
dijawab,  
e) Perempuan yang tidak kawin dan hamil yang 
melakukan abortus atau menyuruh melakukan 
abortus atau membunuh bayinya sendiri pada 
waktu lahir,  
f) Sebagai bentuk perilaku tercela, dapat disebut di 
sini bunuh diri. 
f. Para penjahat rektif-primitif, tipe ini berasal dari pendapat 
Psikiater Kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang 
meledak dan yang tidak dapat dikuasai oleh mereka sendiri,    
Untuk suatu pembagian kriminologi, reaksi primitif itu penting. 
Oleh karena hal itu melanggar hak atau melanggar kepentingan 
pihak ketiga. Sebagai contoh Seelig menyebutkan antara lain:
40
 
1) Penjahat karena suatu kerinduan (Pembakaran, perbuatan 
agresif terhadap majikan atau atasan),  
2) Seorang ibu, karena pengaruh perasaan selama dan segera 
                                                 





sesudah melahirkan bayinya, membunuh bayi itu. 
3) Wanita yang mencuri ditoko atau di perusahaan. 
4) Mereka yang membunuh atau yang menganiaya berat tanpa 
dapat dicegah, dalam suatu pembalasan buta terhadap korban 
yang tidak dikenal. 
g. Penjahat karena keyakinan, orang-orang ini yakin bahwa 
perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban, mereka yang 
karena keyakinannya menolong seseorang untuk mati atas 
permintaan dari yang bersangkutan atau atas permintaan dari 
relasi yang terdekat dari yang bersangkutan, karena penyakit 
yang tidak tersembuhkan dan penderitaan yang tidak terpikul.  
h. Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup, mereka 
ini tidak bersedia atau tidak mampu pengenyampingkan 
kepentingannya sendiri atau usaha-usaha yang meskipun tidak 
diancam dengan pidana atau yang dicela,  
i.  Bentuk-bentuk campuran, di samping 8 tipe murni tersebut 
diatas, ada bentuk-bentuk campuran dan yang tepenting di 
antaranya ialah:  
1) Penjahat Profesional yang malas bekerja (Kelompok a), yang 
sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai diri secara 
seksual (kelompok d),  
2) Penjahat profesional yang malas bekerja (Kelompok c). 
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C.  Sebab – Sebab Kejahatan Menurut Kriminologi 
1. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi 
Antropologi berarti ilmu tentang manusia dan merupakan istilah yang 
sangat tua. Dahulu istilah ini dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu 
tentang ciri- ciri tubuh manusia. Dalam pandangan kriminologi yang 
mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan cara mempelajari 
bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 
1830-1870 yang dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. Menurut Yoseph 
Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan sebaliknya 
otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, 
tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan 
bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah
41
: 
a. Aliran Lombroso 
Mazhab antropologi baru dikenal sejak C. Lombroso (1835-1909) 
menerbitkan bukunya yang berjudul L’uomodelin-quente. Menurut 
beliau orang yang yang melakukan kejahatan dapat dikenali dari tanda-
tanda lahir (tipologi penjahat), yaitu :  1. tulang rahang lebar 2. roman 
muka yang tidak harmonis 3. tengkorak yang tidak simetris 4. hidung 
pesek 5. tulang dahi melengkung 6. suka akan tato. 
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Jadi menurut Lombroso seorang penjahat itu memang sejak 
dilahirkan sudah akan menjadi penjahat (criminal is born)
42
 
Lombroso mencoba membuktikan tanpa pengertian sedikitpun juga 
tentang Ethnologi, tanpa kritik dan sering dari sumber-sumber yang 
paling buruk, dicari bahan-bahan untuk membuktikan bahwa orang 
laki-laki yang sederhana peradabannya adalah penjahat dari sejak 




Kenyataan yang berani ini adalah salah sama sekali.  Pertama 
Lombroso rupanya masih menyadarkan diri atas aliran hukum alam, 
bahwa tiap-tiap pendapat tentang kesusilaan tidak sama, tentang 
perubahan menurut tempat dan waktu, tidaklah diketahuinya. Yang 
kedua Lombroso tidak membedakan tindakan-tindakan yang dilakukan 
di dalam dan di luar kelompok itu (dalam hal ini kita menamakan in 
group dan out group) suatu yang dipergunakan oleh W.G.Sumner 
seorang ahli sosiologi Amerika Serikat dengan bukunya “Folkways” 
1907 yang dari saat itu diakui oleh perkataan “dualisme” dari ethnic.44 
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Ajaran Lombroso umumnya tidak mendapat hasil yang baik.  Baik 
teorinya mengenai penjahat sejak lahir maupun tipe penjahat tidak 
dapat dipertahankan.  Salah satu akibat yang terpenting dari 
karangannya adalah bahwa Lombroso karena perkembangan ajarannya 
kemudian memberi sokongan kepada pendapat mengenai psychiatri 
criminal yang mulai timbul di Perancis.  Dengan demikian antropologi 
kriminal toh juga memberi bantuan untuk memperdalam pengetahuan 
mengenai sebab-sebab pathologis dari kejahatan.  Sebaliknya mazhab 
Italia sangat meremehkan pengaruh keadaan lingkungan.
45
 
Mazhab antropologi malahan menghalang-halangi majunya 
kriminologi karena memberi sugesti bahwa penjahat dipandang dari 
sudut biologi adalah makhluk yang tak biasa (abnormal) untuk dapat 
menduga daya sugesti tersebut kita harus pernah mengalami sendiri 
pada waktu itu. 
Terlepas dari kenyataannya bahwa sejarah ilmu pengetahuan hasil  
yang negatif dapat juga mempunyai arti yang besar dan kepada mereka 
yang mengusahakan dapat memberi kehormatan yang sama besar 
seperti hasil yang positif.  Jasa Lambroso dalam lapangan pidana 
sangat besar, ia memberi perubahan dengan akibat yang terhingga. Jasa 
mazhab italia yang tidak dapat dilupakan ialah terutama karena karya 
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b. Aliran Yang Menggunakan Tes Mental (The Mental Testern) 
Pelopornya Godrad, ia melakukan percobaan-percobaan dengan 
melakukan tes mental.  Dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa 
tingkah laku jahat adalah feeblemindness yang dibawa sejak lahir.  
Sifat-sifat bapak menurun kepada anaknya dan demikian seterusnya,
47
 
c. Aliran Psychiatrik 
Aliran ini sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari aliran Lambroso 
akan tetapi teori ini lebih mengutamakan dan menitikberatkan pada 
masalah kejiwaan. Penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-
kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial 
bukan karena pewarisan. Pokok dari ajaran ini adalah organisasi 
tertentu dari kepribadian  orang yang berkembang jauh terpisah dari 




Gejala psykologis merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan 
dengan masalah kejahatan, karena ia merupakan unsur penting dalam 
mempengaruhi tingkah laku manusia. Aliran ini sangat dipengaruhi 
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oleh Sigmund Freud yang mengajarkan struktur kepribadian dengan 
mengemukakan sistem-sistem dalam struktur tersebut.
49
 
2. Mahzab Perancis atau Mazhab Lingkungan 
a. Mahzab Perancis Dalam Arti Sempit Ketika Lambroso bersama 
penganutnya memajukan ajaran mengenai kejahatan yang bercorak 
antropologis pada tahun tujuh puluhan pada abad ke-19, sejak 
permulaan dunia kedokteran di Perancis sudah menentang semua 
garis-garis yang diberikan oleh J. Lamarch, F.Geoffroy juga dari L. 
Pasteur (1822-1895) yang semuanya menekankan pada arti lingkungan 




Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini yaitu A. Lacassagne (1843-
1924). Beliau menolak hipotesa atavisme yang dikemukakan oleh 
Lombroso. Ia merumuskan Mazhab Lingkungan sebagai berikut :  
Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan 
sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan; kuman 
adalah si penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila 
menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang .
51
  
Dengan kata lain, keadaan sekelilingnya menjadi penyebab kejahatan, 
oleh karena itu apabila terjadi kejahatan, maka yang dihukum adalah 
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lingkungan itu dengan cara mengubah dan membebaninya menjadi 
lingkungan yang baik. 
Tokoh penting lainnya dalam Mazhab Lingkungan ialah Gabriel Tarde 
(1843-1904) seorang ahli hukum dan sosiologi.  Sejak semula ia 
menentang ajaran Antropologi, menurutnya kejahatan bukan suatu 
gejala yang antropologi, tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian 
mesyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Menurutnya, kejahatan 
adalah hasil peniruan (crime by imitation)
52
. 
Semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di 
bawah kekuasaan contoh. Dalam kenyataannya kita mengakui 
peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang 
sangat besar sekali. Walaupun kehidupan manusia bersifat khas sekali 
dapat dipahami bahwa banyak orang dalam kebiasaan oleh keadaan 
sekelilignya.   
b. Mazhab Lingkungan Ekonomi 
Aliran ini mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-
19 yaitu pada saat munculnya sistem baru dalam perekonomian.  Aliran 
ini menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan 
timbulnya perbuatan jahat.  Menurut F. Turati ia menyatakan tidak 
hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan 
kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang 
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Menurut N. Collajani, dalam bukunya sosiologi kriminal 
(1887) menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan 
gejala patologis sosial yang berasal dari keadaan perekonomian dan 
kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis.  
Collajani menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor 
umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan 
diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan .
54
  Menurut beliau cara 
yang baik untuk mencegah kejahatan adalah membuat keadaan 
ekonomi menjadi stabil dan sebanding dalam membagi kekayaan.   
c. Beberapa Hasil Aetiologi dari Sosiologi Kriminal 
Menurut Mr.Bonger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi 
berdasarkan penyelidikan sosiologi kriminal maka terdapat beberapa 
unsur yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu :
55
 
1) Terlantarnya anak-anak   
Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa memang sudah sejak 
dari mudanya menjadi penjahat karena sejak kecil 
kesusilaannya sudah merosot.  Pertumbuhan perindustrian 
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dalam keadaan yang luar biasa terutama pada perang dapat 
menyebabkan terjadinya kejahatan. 
2) Kesengsaraan Pada pertengahan abad ke-19 pada saat 
penghidupan rakyat bertambah sulit ditemukan kenaikan angka-
angka kejahatan (pencurian,penipuan, penggelapan,dan 
sebagainya).  Kejahatan tersebut akan terus meningkat jika 
keadaan penghidupan untuk rakyat menjadi bertambah besar. 
3) Nafsu ingin memiliki Kejahatan terhadap kekayaan terutama 
didorong oleh nafsu ingin memiliki.  Nafsu ingin memiliki 
menonjol dari si miskin karena adanya golongan kaya dan 
miskin dalam masyarakat.  Nafsu ingin memiliki timbul karena 
adanya keinginan untuk mencapai kemakmuran yang lebih 
besar walaupun mendapatkannya dengan melakukan kejahatan. 
4) Alkoholisme Pengaruh langsung dari alkoholisme yang berasal 
dari kebiasaan minum minuman keras dari yang bersangkutan, 
dibedakan antara yang chronis dan yang akut yang dapat beralih 
dari yang satu ke yang lain.  Pada perkembangannya 
alkoholisme chronis pada seorang akan merusak jiwa yang 
sehat sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan yang 
beraneka ragam.  Alkoholisme akut dapat menyebabkan 
hilangnya sekonyong-konyong daya tahan tubuh. 
45 
 
5) Kurangnya peradaban Selain pengaruh dari alkoholisme, 
peradaban dan pengetahuan yang terlalu sedikit dan kurangnya 
daya menahan diri juga merupakan faktor penyebab terjadinya 
kejahatan. 
6) Lingkungan physik (alam) Montesqieu yang menginsafi arti dari 
ajaran tersebut untuk kriminoligi menegaskan :”Dalam daerah 
utara akan ditemukan orang yang mempunyai sifat- sifat jahat 
dan banyak sifat-sifat baik dengan kejujuran yang besar dan 
bersifat terus terang .
56
 Kalau kita mendekati daerah selatan 
seolah-olah kita menjauhi moral itu sendiri, bahwa nafsu yang 
lebih bergejolak mempropagandakan kejahatan.  Setiap orang 
mencoba dengan merugikan orang lain mencari keuntungan 
untuk mempermudah pemuasan nafsu.  Pada daerah iklim 
sedang, akan ditemukan bangsa-bangsa yang cara hidupnya 
bukan dalam perbuatan-perbuatan jahat dan baiknya lebih cepat 
berubah-ubah.   
3. Mazhab Bio-Sosiologis  
Mazhab Bio-Sosiologis ini dipelopori oleh E. Ferri yang mengatakan 
bahwa rumusan setiap kejahatan dalam hasil dari unsur-unsur yang 
terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik, sedangkan unsur 
tetap yang paling penting menurutnya adalah individu.  Yang dimaksud 
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dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur 
seperti apa yang diterangkan Lombroso, yaitu :  
a. Keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirya hingga pada saat 
melakukan perbuatan tersebut. 
b. Bakatnya yang terdapat dalam individu57 
Pada perkembangannya aliran ini berpendapat penganut yang banyak serta 
berpengalaman, seperti Ad. Prins di Brussel, F.R.Von Liszt di Berlin, G.A. 
Van Hammel di Amsterdam.  Tetapi akhirnya Von liszt pada saat 
menjelang tuanya cenderung kealiran sosiologis
58
 
Dalam mazhab Bio-Sosiologis ini Ferri memberikan rumusan bahwa tiap- 
tiap kejahatan = (keadaan sekelilingnya + bakat) dengan keadaan 
sekelilingnya.  Jadi keadaan sekeliling manusia berpengaruh dua kali, 
yang terdiri dari keadaan yag mempengaruhi individu dari lahirnya 
sehingga pada saat melakukan perbuatan jahat dan dengan bakatnya 
terdapat diri individu.  Hal ini berarti bahwa keadaan sekeliling individu  
atau lingkungan kerapkali merupakan unsur yang menentukan.
59
 
4. Mazhab Spiritualis 
Mazhab ini mengaitkan antara kejahatan dengan kepercayaan pada agama.  
Dimana tingkah laku manusia erat sekali hubungannya dengan 
kepercayaan.  Orang yang beragama akan mempunyai tingkah laku yang 
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baik dibandingkan dengan orang yang tidak beragama.  Pendapat ini 
dikemukakan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap orang-
orang yang dipenjara.  Bahwa orang yang berada di penjara kurang 




5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono 
Menurut Mr. Paul Moedikno Moeliono sebab musabab kejahatan dapat 
digolongkan sebagai berikut :
61
 
a. Golongan Salahmu Sendiri , Golongan ini berpedapat  bahwa perbuatan 
jahat merupakan perwujudan dari kehendak dari pelaku sendiri.  
Tegasnya apabila kamu melakukan kejahatan maka kejahatan itu 
merupakan salahmu sendiri karena terlepas dari tanggung jawab 
masyarakat dan pihak-pihak lain  
b. Golongan Tiada Yang Salah Mengemukakan bahwa, herediter biologi 
kultural lingkungan, bakat + fisik, perasaan keagamaan merupakan 
faktor terjadinya kejahatan. 
c. Golongan Salah Lingkungan, Aliran ini mengatakan bahwa 
lingkungan yang salah dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. 
d. Golongan Kombinasi, Golongan ini menyatakan timbulnya kejahatan 
karena adanya kombinasi pada diri manusia yaitu ide, ego, dan super 
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e. Golongan Dialog, Golongan ini menyatakan manusia senantiasa 
berdialog dengan lingkungan. Karena manusia berdialog dengan 
lingkungan, maka ia dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan.  
Mempengaruhi lingkungan maksudnya memberi struktur pada 
lingkungan sedangkan dipengaruhi lingkungan maksudnya manusia 
yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.   
D. Pengertian tindak pidana 
Hukum Pidana adalah Hukum yang mempelajari mengenai perbuatan-
perbuatan apa yang dapat dihukum ( Berupa pidana ) dan hukuman apa 
yang dapat dijatuhkan ( jenis pidananya ). Hukum pidana terdiri dari 
hukum pidana materil dan hukum pidana formil ( acara Pidana ). Hukum 
pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-
kejahatan terhadap norma hkum mengenai kepentingan hukum, yaitu : 
62
 
1. Badan peraturan perundangan Negara seperti : Negara, 
Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai 
negeri, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan 
peraturan lainnya. 
2. Kepentingan Hukum tiap manusia, seperti : jiwa, raga, 
kehormatan, Kemerdekaan, hak milik, dan harta benda 
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Jadi hukum pidana mengatur kepentingan umum. Hukum pidana tidak 
membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari 
peraturan-peraturan yang lain yang bersifat kepentingan umum setiap 
serangan atas kepentingan hukum perseorang disamping menyangkut 
urusan perdata, juga ada kalanya menjadi urusan hukum pidana seperti 
pencurian, penghinaan, dan sebagainya hukum pidana bersifat memaksa 




 Secara singkat tujuan hukum pidana adalah : 
64
 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melahirkan 
perbuatan yang tidak baik. 
2. Harus tersedia ancaman hukuman maksudnya kalau ada ketentuan 
yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu 
perbuatan tertentu, maka ketentuan itu membuat sangsi ancaman 
hukumannya. 
 Dalam kitab undang-undang pidana yang berlaku sekarang diadakan 2 macam 
pembagian tindak macam pidana, yaitu kejahatan yang di tempatkan dalam buku 
kedua dan pelanggaran yang ditempatkan pada buku ke tiga. Ternyata dalam KUHP 
tiada suatu pasalpun yang memberikan pembagian tersebut walaupun pada bab-bab 
dari buku satu selalu ditemukan peggunaan tindak istilah tindak pidana, kejahatan 
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ataupun pelanggaran. Kiranya cirri-ciri perbedaan itu terletak pada penilaian, 
Kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan ( stersshing ) kepada delik 
hukum ( recths – delic then ) dan delik undang-undang ( weth – delicthen )65. 
Beberapa sarjana mengemukakan sebagai dasar pembagian tersebut bahwa delik 
hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan 
dengan hukum sebelum pembuat undang-undang menyatakan dalam undang-undang 
sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan 
yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.
66
 
Setelah diketahui mengenai pengertian hukum pidana selanjutnya akan dilihat 
mengenai istilah pidana yang selanjutnya disebut tindak pidana. Tindak pidana ( delik 
) adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kalau memenuhi 
unsure-unsur pidananya yang terdiri dari : 
67
 
1. Unsur objektif, yaitu suatu tindakan ( perbuatan ) yang bertentangan dengan 
hukum dan memindahkan akibat oleh hukum dilarang dengan ancaman 
hukuman yang menjadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah 
tindakannya. 
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2. Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki 
oleh undang-undang.  Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku                   
( seseorang atau beberapa orang ).  
Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah :
68
 
a. Harus ada suatu perbuatan 
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 
ketentuan hukum. Artinya, perbuatan itu sebagai suatu peristiwa 
hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku disaat itu. 
c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-
nyata bertentangan dengan tindakan hukum. Sebagai hal yang 
melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (  
zedelijk of maatschappelijk ongeoorloofd ) karena :  
Ada pelanggaran yang diatur dalam pasal-pasal 489, 490 KUHP yang 
justru dapat dirasakan  sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh 
masyarakat dan Ada beberapa kejahatan seperti pasal 303 ( main judi 
, 396 merugikan kreditur ) yang justru dapat dirasakan sebelumnya 
sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.  
Dan pembedaan lain dari kejahatan dan pelanggaran yang dikemukakan 
adalah pada berat atau ringanya pidana yang diancamkan. Seyogyanya untuk 
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kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara. Ternyata 
pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda yang diancamkan, 
baik pada kejahatan  maupun pada pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian 
kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang, tidak 
banyak faidahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat /  
ringannya ancaman pidana terhadapnya seperti yang dikemukakan diatas, sulit untuk 
dipedomani. Dalam penerapan hukum positif tiada yang merupakan suatu kesulitan, 
karena dengan penempatan kejahatan dalam buku ke dua dan pelanggaran dalam 
buku ke 3 sudah cukup sebagai pedoman untuk menentukan gejala sesuatu tindakan 
merupakan kejahatan atau pelanggaran.
69
 
 Mengenai tindak pidana yang diatur perundang-undangan lainnya yang 
setingkat dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau 
pelanggaran sedangkan tindak pidana  yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah 
tingkatannya ( peraturan pemerintah, peraturan gubernur / kepala daerah dan 
sebagainya ) pada umumnya merupakan pelanggaran. 
 Kegunaan pembedaan kejahatan terhadap pelanggaran, kita temukan dalam 
sistematika KUHP yang merupakan buku induk bagi semua perundang-undangan 
hukum pidana. Sedangkan istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 
belanda‟ het strafbare feit’ yang setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
berarti: 
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1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum 
2) Peristiwa pidana 
3) Pebuatan pidana 
4) Tindak pidana 
Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah “Het 
Strafbare feit” antara lain ; 70 
a) Rumusan Simon 
Simon merumuskan “Een Strafbaar feit” adalah suatu handeling 
(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan 
(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian 
beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu : unsur-unsur 
objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat 
keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan 
(schuld) dan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) dari 
petindak. 
b) Rumusan Van Hammel 
Van Hammel merumuskan “Strafbaar feit” itu sama dengan yang 
dirumuskan oleh Simon, hanya ditambah dengan kalimat “tindakan mana 
bersifat dapat dipidana”. 
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c) Rumusan VOS 
VOS merumuskan “Strafbaar feit” adalah suatu kelakukan (gedraging) 
manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana 
d) Rumusan Pompe 
Pompe merumuskan “Strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran kaidah 
(penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai 
kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan 
ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Para sarjana 
Indonesia juga telah memberikan definisi mengenai tindak pidana ini, 
yaitu : 
(1). Mr. Karni  mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang 
boleh  dihukum.  
(2)  Mr. R. Tresna mendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana. 
(3)  Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana.  
(4)  Mr. Wirdjnono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana 
dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.71 
Setelah melihat pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana, 
maka selanjutnya dapat dikatakan bahwa tindak pidana  adalah terdiri dari dua  suku 
kata yaitu tindak dan pidana. Istilah tindak dan pidana adalah merupakan singkatan 
dari tindakan dan penindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, 
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sedangkan orang yang melakukan tindakan itu dinamakan penindak. Mungkin suatu 
tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal suatu tindakan 
tertentu  hanya mungkin dilakukan oleh  seseorang dari suatu golongan jenis kelamin 
saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja  pada negara/pemerintah 
(pegawai negeri, militer, nakhoda dan sebagainya) atau seseorang dari golongan 
lainnya. Jadi status/kualifikasi  seseorang  petindak harus ditentukan apakah ia salah 
seorang dari “barang siapa”, atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika 
ternyata petindak itu tidak hanya orang (natuurlijk-persoon) saja melainkan juga 
mungkin berbentuk badan hukum 
72
. Setiap tindakan yang bertentangan dengan 
hukum atau tidak sesuai dengan hukum,  menyerang kepentingan masyarakat atau 
individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi  oleh orang atau masyarakat, baik 
yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk 
menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum 
di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa. 
Apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan 
merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya. Demi menjamin 
keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu ditentukan 
mengenai tindakan-tindakan yang dilarang atau yang diharuskan. Pelanggaran kepada 
ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-
tindakan apa saja yang dilarang atau diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya 
dalam perundang-undangan. Penjatuhan pidana kepada pelanggar, selain 
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Faktor Penyebab Umum terjadinya tindak pidana. 
Melihat realitas dimasakini yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
dalam kehidupan bermasyarakat di pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : 
1. Faktor Ekonomi (Kemiskinan) 
Faktor ekonomi adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak 
pidana, karena dengan kemiskinan  banyak dikalangan masyarakat terpaksa 
melakukan tindak pidana misalkan pencurian penjualan anak, membuat onar demi 
untuk menyambung tali hidup. Hal yang demikian terjadi karena tidak adanya 
pekerjaan atau pemasukan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga 
sebagian dari mereka mencari jalan simpel. Demikian  merupakan suatu penyebab 
terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat.  
2. Faktor Biologis (Watak/Karakter) 
Faktor biologis adalah merupakan sebuah karakter individu yang dimiliki oleh 
seseorang yang mempunyai kecendrungan untuk melakukan suatu tindak pidana, hal 
yang demikian sering disebut dalam ilmu psikologi adalah penyakit psikis yang 
dimiliki oleh seseorang, hal yang demikian salah satu yang menjadi sebab terjadinya 
tindak pidana. 
3. Faktor Sosial (Pengaruh Lingkungan) 
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Faktor social atau faktor pengaruh lingkungan adalah merupakan salah satu 
yang menjadi alasan terjadinya tindak pidana, kelakuan sebuah komunitas tergantung 
dimana posisi atau keberadaan komunitas tersebut,  jika berada di antara kalangan  
pelaku criminal maka keadaan mereka akan cenderung akan melakukan tindakan 
yang sama. Karena hal yang demikian adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh 
manusia. Dan hal yang demikian menjadi alasan pembenar dalam komunitas 
masyarakat. 
4. Faktor Pendidikan (Pemahaman Hukum) 
Faktor pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi penyebab 
terjadinya tindak pidana, hal yang demikian terbukti banyaknya dari pelanggaran lalu 
lintas, terjadi  pelanggaran karena ketidak tahuan, akan tetapi alasan ini biasanya 
hanya mencakup tindak pidana ringan. 
E. Hubungan Antara Kriminologi dan Hukum Pidana 
Hukum pidana adalah ilmu tentang hukumnya kejahatan. Ada ilmu tentang 
kejahatanya sendiri yang dinamakan Kriminologi. Kecuali objek dan tujuannya 
berlainan. Kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang 
mengenai masalah kejahatan atau yang bertalian dengan pidana dan tujuannya agar 
dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Maka 
objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. 
Adapun tujuanya yaitu agar dapat diketahui apa sebab orang melakukan kejahatan , 
apakah karena bakanya jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya 
(Milieu) baik keadan sosiologi maupun ekonomi ataupun ada sebab yang lainya. Jika 
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sebab-sebab  tersebut sudah diketahui maka disamping pemidanaan, dapat pula 
dilakukan tindakan-tindakan yang tepat agar orang lain tidak berbuat hal yang 
demikian atau agar orang lain tidak turut melakukanya. Berhubungan dengan ini  
terutama dinegara-negara anglo saxon kriminologi biasanya dibagi tiga bagian : 
pertama, criminal Biology yaitu ilmu yang meneliti dalam diri orang itu sendiri akan  
sebab-sebab dari perbuatanya baik dalam jasmani maupun dalam rohani. Kedua, 
Criminal Sosiology yaitu ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan itu dalam 
lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam Mmilieunya). Ketiga, 
criminal Policy ; yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya 
orang lain tidak berbuat hal yang demikian pula. Ada yang berpendapat bahwa nanti 
dalam perkembanganya keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan 
dengan satu yang lainnya.      
Hubungan ilmu hukum pidana dengan dengan kriminologi seperti dalam  
pandangan diatas, merupakan pasangan, merupakan dwi tunggal, yang satu 
menggambarkan hubungan tentang kejahatan dengan fenomena gejala social dan 
yang satu lagi menggambarkan kejahatan dan pembalasan atas perbuatanya sebagai 
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F. Pandangan Islam Tentang Tindak Pidana Yang Terjadi Dalam Kampus 
Pandangan islam tentang tindak pidana yang sering terjadi dalam kampus 
sebagaimana di atur dalam Al-quran sebagai berikut : 
1. Pengrusakan  
Pengrusakan yang dalam kitab undang-undang hukum pidana 
(KUHP) diatur dalam pasal 170 dan 191- 201, serta pasal 406 – 412. Sedangkan 
menurut pandangan Islam diatur dalam Al-quran sebagai berikut : 
                                
                                
                            
 
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang 
siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 
rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 
banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam 




                                
                             
              
 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu 
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 
besar. (Q.s. Al-Maidah ayat 33) 
2. Pembunuhan 
Sedangkan  jika kita melihat hal tentang tindak pidana pembunuhan 
dalam KUHP adalah merupakan hal yang tidak sepantasnya dilakukan 
sebagaimana diatur dalam pasal 338 sampai pasal 350 hal yang demikian adalah 
merupakan sebuah kejahatan yang dapat dikenakan pidana kurungan sekurang-
kurangnya kurungan 4 tahun dan maksimal pidana hukuman mati.  
Dalam Islam pula dengan jelas diatur dengan jelas tentang perbuatan 
tersebut adalah merupakan suatu perbuatan binasa sebagaimana firman Allah 
SWT dalam surah Al- Baqarah  ayat 205 : 
                                  
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205.  Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan 
kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah 
tidak menyukai kebinasaan. 
Begitupun halnya dengan kasus Pembunuhan Allah Mengatakan dalam 
Al-quran Surah : An- Nisaa ayat 93 
                                        
         
 
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. 
3. Pencurian 
Lain halnya tentang tindak pidana pencurian menurut pandangan 
hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana  (KUHP) yang 
berkenaan dengan tindak pidana  pencurian diatur dalam pasal 362 sampai pasal 
367 yang mana hukumanya diancam dengan pidan kurungan minimal 3 bulan dan 
maksimal pidana mati, sedangkan dalam pandangan Islam yang diterangkan 
dalam alquran disebutkan dengan jelas tentang sanksi yang dikenakan pada tindak 
pidana pencurian sebagai disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 38 tentang 
sanksi yang dibebankan kepada pencuri yang melakukan pencurian tampa alasan 




                                       
 
38.  Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
























A. Lokasi Penelitian 
Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian ini berlokasi di kampus 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
B. Jenis Dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer Yaitu data yang dari produk perundang-undangan yang mengatur 
tentang tindak pidana seperti : KUHP dan Peraturan yang mengatur tentang 
hal yang menadi objek penelitian 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran, 
wawancara, pendapat para sarjana, dan buku-buku yang terkait dengan objek 
penelitian atau dokumentasi tertentu. 
3. Data tersier yaitu data yang dapat menopang data primer dan data sekunder 
semisal kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris.  
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah seluruh obyek yang dapat memberikan informasi 
mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, Kampus, 
kejadian, nilai-nilai dan lain-lain. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pihak-pihak yang terkait tentang tindak pidana yang terjadi dalam kampus 
64 
 
Pada umumnya dan kampus yang berada di Kota Makassar pada 
khususnya, serta instansi yang berkaitan dengan kasus tersebut, yakni 
Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dilingkup kota Makassar. 
2. Sampel  
Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang 
akan diamati sebagai wakil dari populasi sampel harus benar-benar 
representatif. Untuk mendapatkan data yang akan diperlukan dalam 
penelitian ini. Dan yang menjadi patokan sampel dalam penelitian ini 
adalah kampus Universitas Islam Negeri alauddin Makassar. 
D. Metode pendekatan 
Metode pendekatan dalam penelitian ini,  yaitu : 
1. Pendekatan yuridis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
kesesuaian antara bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
2. Pendekatan sosiologis; yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat 
pengaruh timbal balik antara kehidupan sosial dengan penegakan hukum, 
begitupun sebaliknya. 
3. Pendekatan syar‟i; yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
bahasan masalah dari segi hukum Islam dan dapat membandingkan dengan 






E. Teknik Pengumpulan Data  
1. Studi dokumen atau bahan pustaka; langkah awal dari setiap penelitian 




2. Pengamatan terhadap civitas akademika untuk menghasilkan nilai-nilai 
yang dianggap ideal dalam civitas akademik yaitu dalam penelitian. 
Peneliti menafsirkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian, dan akan 
menjadi konsep terhadap gejala yang di amati. Dalam pengamatan 
penelitian ini menggunakan pengamatan tidak terlibat. 
3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 
narasumber mengenai hal-hal yang akan diteliti. Peneliti mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan  yang disiapkan untuk memperoleh jawaban-
jawaban yang relevan dengan masalah penelitia kepada responden. 
4. Angket yaitu dilakukan dengan tehnik mendatangi responden kemudian 
dilakukan Tanya jawab mendalam bardasarkan naskah pertanyaan yang 
telah disiapkan sebelumnya, bentuk pertanyaan di format dalam  dua 
kategori yaitu format terbuka (open form) dan format tertutup (close 
form). 
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5. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 
mendapatkan dokumen-dokumen tertulis seperti gambaran umum wilayah 
penelitian, dan lain-lain. 
F. Teknik Analisis  Data  
   Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang terpenting 
agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung 
jawabkan, dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. 
  Teknik analisis data yang dipergunakan berkaitan dengan jenis 
penelitian yang bersifat deskriptif maka teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis kualitatif, sebagaimana yang dikatakan bahwa analisis data 
pada penelitian hukum biasanya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif yaitu 
“suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu 
apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 













A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudiin Makassar yang dulunya dikenal 
dengan sebutan Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar adalah 
salah satu perguruan tinggi terbesar seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS), 
Universitas Negri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI) serta 
Universitas 45 Makassar dan disegani di Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang 
terletak di jantung pusat Ibukota Provensi Sulawesi Selatan. Sejak berdirinya 
Perguruan tinggi ini telah banyak menghasilkan banyak sumber daya manusia 
untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman ini dalam mencetak 
manusia-manusia  yang dapat bersaing dimasa depan yang dibekali dengan 
pendidikan agama. Yang dimana ending dari hal tersebut adalah untuk 
memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung 
jawab terhadap pemberdayaan manusia dan peningkatan mutu kualitas manusia 
dalam menjamin amanah dan tuntunan agama serta Undang-undang dasar 1945 
yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kegiatan Akademik dan atau pengajaran Kampus UIN Alauddin 
berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 yang 
menjadikan Sebagai cabang dari IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, kemudian  
dilanjutkan dengan Keputusan Nomor 91 tanggal 7 November 1964. Selanjutnya 
Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober  1965. Pada 
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tanggal 10 November 1965. IAIN Makassar berstatus Mandiri berdasarkan 
keputusan menteri agama nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. Dan perubahan 
yang sangat membanggan terjadi pada tahun 2005 setelah keluarnya Peraturan 
Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 
2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan perasasti oleh presiden 
RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono  pada tanggal 4 Desember 2005 di 
Makassar.  
1. Visi dan Misi 
Visi 
Visi UIN Alauddin Makassar adalah Menjadi pusat keunggalan akademik dan 
Intelektual yang mengintergrasikan ilmu – ilmu agama dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan menjadi pusat pengembangan nilai – nilai akhlak mulia, 




Sedangkan Misinya adalah :
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a.  Memperkokoh tekad  untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan 
intelektual yang komprehensif yang membuahkan masyarakat yang 
kosmo politan dan berpradaban. 
b. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia serta dasar – dasar spiritual, 
keimanan dan ketaqwaan. 
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c. Mengitegrasikan kembali ilmu – ilmu agama, dan ilmu pegetahuan dan 
tekhnologi. 
d. Mengembangkan potensi dan kapasitas mahasiswa yang dapat dijadikan 
sebagai landasan yang kokoh untuk menjadi cerdas, dinamis, kreatif, 
mandiri dan inovatif. 
e. Memperkuat pengembangan dan pengelolaan sumber daya fisik, fiskal, 
dan manusia melalui kerja sama dan interkoneksitas. 
Tujuan. 
a. Menyiapkan mahasisawa agar menjadi anggota masyarakat yang emiliki 
akhlakul karimah dan kemampuan akademik dan atau frofesional yang 
dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu  
pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan Teknologi, serta seni yang 
dijawai oleh nilai-nilai Islaman. 




   Visi Singkat  





                                                 
            
78
  Ibid. Hal 17 
            
79
  Ibid.  
70 
 
Misi Singkat : 
1) Keunngulan komfrehensif. 
2) Penanaman Ahlak mulia dan refitalisasi nilai-nilai.\ 
3) Integrasi ilumu pengetahuan. 
4) Pengembangan kapasitas dan potensi pribadi. Dan 
5) Kerjasama dan interkoneksitas.    
2. Lembaga Struktural 
       Lembaga Struktural : 
Struktur organisasi dan tatakerja UIN Alaudin Makassar diatur dalampraturan 
menteri agama nomor 5 tahun 2006 tentang organisasi dan tatakerja UIN 
Alauddin Makassar, pada bab II pasal 4 praturan tersebut menyebutkan bahwa  
struktur UIN Alauddin Makassar terdiri atas
80
 : 
a. Dewan Penyantun. 
b. Rektor dan Pembaktu Rektor 
c. Senat Universitas 
d. Fakultas 
1) Fakultas Syariah dan Hukum. 
2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
3) Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
4) Fakultas Adab dan Humaniora. 
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5) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
6) Fakultas Sains dan Teknologi. 
7) Fakultas Kesehatan. 
e. Program pasca Sarjana. 
f. Lembaga penilitan  
g. Lembag pengabdian masyarakat. 
h. Biro adminitrasi dan kemahasiswaan 
i. Biro administrasi umum 
j. Unit pelaksana tekhnis. 
1) Perpustakaan. 
2) Pusat bahasa. 
3) Pusat Informasi dan komputer. 
4) Pusat peningkatan dan penjaminan mutu. 
Lembaga non structural: 
Lembaga non structural adalah unit - unit  organisasi yang dibentuk 
dengan keputusan rektor bertujuan melakukan kajian dan pengembangan dalam 
bidang - bidang  tertentu
81
 : 
a. Pusat Unit Penjaminan Mutu (UPM). 
b. Pusat Pengkajian Keislaman dan Masyarakat (PPIA). 
c. Pusat Kajian Agama dan Masyarkat (PUKAT) 
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d. Puast Studi Wanita (PSW). 
e. Pusat Studi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia (PSP-HAM). 
f. Badan Hisab dan Rukyat. 
g. Baitul Mal-Lembaga Amil Zakat (ZIS). 
h. Alauddin Pres. 
Lembaga Aviliasi. 
Lembaga Aviliasi adalah lambaga yang melaksanakan kegiatan sebagai 
perwujudan komitmen UIN terhadap pelayanan social berupa kegiatan 
keagamaan, Dakwah, Kesehatan, Kesejahteraan pegawai, Pendidikan formal dan 
Non Formal. Manejemen ini bertanggung jawab lansung kepada rektor, lembaga 
- lembaga tersebut adalah
82
 : 
a. Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (KOPERTAIS). 
b. Koperasi Al-Muawanah. 
c. Korps Pegawai Pegawai Republik Indonesia (KOPRI). 
d. Balai Pengobatan. 
e. Darma Wanita persatuan. 
f. Taman Kanak – Kanak Alauddin. 
g. Laboratorium School Tarbiyah dan Keguruan di Pao - Pao dan Malino. 
h. Ikatan Keluarga Alumni 
3. Kemahasiswaan 
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Jumlah mahasiswa pada akademik 2009-2010 sebanyak 11.660 orang yang 
terbagi dalam 7 fakultas dan I Program Pasca Sarjana sebagai berikut
83
 : 
1. Fakultas Syariah dan Hukum :   1.897 Orang 
2. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan :   3.297 Orang 
3. Fakultas Dakwah dan Komunikasi :      463 Orang 
4. Fakultas Adab dan Humaniora :      897 Orang 
5. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat :      579 Orang 
6. Fakultas Sains dan Teknologi :   2.007 Orang 
7. Fakultas Kesehatan :   1.648 Orang 
8. Program pasca Sarjana :      872 Orang 
Jumlah : 11.660 Orang 
Organisasi Intra kampus 
Organisasi Intra Mahasiswa adalah lembaga yang mengatur dan 
melaksanakan kegiatan - kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler : 
keilmuan, pengembangan minat, dan bakat serta social kemasyrakatan dalam 
rangka menunjang pembinaan mahasiswa yang berdasarkan program tri darma 
perguruan tinggi. Organisasi tersebut terdiri atas
84
 : 
1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) : 
a. Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas (BEM-U). 
b. Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas (BEM-F). 
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2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) : 
1) MENWA (Resimen Mahasiswa). 
2) Pramuka. 
3) KOPMA (Koperasi Mahasiswa). 
4) LIMA (Lemmbaga Informasi Mahasiswa). 
5) Seni Budaya. 
6) Tae Kwondo. 
7) Black Fanther. 
8) Tapak Suci. 
9) Olah Raga. 
10) PMI (Palang Merah Indonesia). 
11) LDK (Lembaga Dakwah Kemahasiswaan). 
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) : 
a. Tiap jurusan. 
 
4. Sumber daya dan sarana 
UIN dalam menjalangkan visi misinya telah menyiapkan tenaga 
administrasi yang berpengalaman dibidangnya. Demikian pula tenaga 
pengajar yang mempunyai kulaifikasi pendidikan di dalam dan diluar negeri. 
Seperti ; Amerika, Belanda, Jerman, Kanada, Australia, Mesir, Pakistan, 
Sudan, Plipina dan Malaysia. 
a. Sumber Daya 
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Jumlah Pegawai Administrasi dan Dosen 2009-2010 sebanyak 634 orang yang 
terbagi dalam 7 fakultas sebagai berikut
85
 : 
1) Pegawai Administrasi    : 158 Orang 
2) Dosen    : 475 Orang 
3) Dosen Asing    :     1 Orang 
Jumlah Alumni UIN alauddin sejak berdiri pada tahun 1965 sampai 2010 
menghasilkan Lulusan  sebanyak 29.122 orang yang terdiri dari
86
 : 
1) Fakultas Syariah dan Hukum :     6.392 Orang 
2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan :   13.397 Orang 
3) Fakultas Dakwah dan Komunikasi :     2.097 Orang 
4) Fakultas Adab dan Humaniora :     2.378 Orang 
5) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat :     3.612 Orang 
6) Fakultas Sains dan Teknologi :          65 Orang 
7) Fakultas Kesehatan :        234 Orang 
8) Program pasca Sarjana :       937 Orang 
Jumlah    : 29.122 Orang 
b. Sarana 
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- Kampus I di Jalan Sultan Alauddin Makassar Seluas :  60.439  m2   
- Kampus II di Samata kabupaten Gowa        : 380.000 m2 
- Lokasi Pao-Pao Kelurahan Paccinongang        :   50.000 m2 
- Lokasi Kopertais Jl. Tallasapang Makassar        :     4.500 m2 
- Lokasi Pesantren Bukit Hidayah Malino Gowa        :     5.662 m2 
2) Gedung 
- Perkuliahan             :      26 Buah 
- Gedung Kantor            :      13 Buah 
- Gedung Training center            :        1 Buah 
- Gedung Pedukung lainnya           :       19 Buah 
3) Lapangan, Gazebo, dan Pos Jaga 
- Lapangan            :        5 Buah 
- Gazebo            :        7 Buah 
- Pos Jaga            :        4 Buah 
- Kendaraan 
- Mobil Bus            :         8 Buah 
- Mobil kijang           :       25 Buah 
- Motor            :         8 Buah 
- Sepeda           :         6 buah 
- Ambulance           :         1 Buah 
- Mobil Sedan           :         2 buah 
77 
 
Jarak antara kampus dua dan kampus satu kurang lebih 9 
kilometer. Dan UIN telah memiliki 7 Fakultas dan 42 Jurusan
88
 : 
a) Fakultas Syariah dan Hukum 
- Perbandingan Mazhab Hukum 
- Peradilan Agama 
- Akhwalu Syahsiyah /Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan 
- Ilmu Hukum 
- Ekonomi Islam 
- Menejmen 
- Ilmu Ekonomi 
- Ilmu Akuntansi 
b) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
- Pendidikan Agama Islam 
- Pendidikan Bahasa Arab 
- Pendidikan Bahasa Inggris 
- Menejmen endidikan Islam 
- Pendidikan Matematika 
- Pendidikan Fisika 
- Pendidikan Biologi 
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah 
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c) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
- Bimbingan Penyuluhan Islam 
- Komunikasi dan Penyiaran Islam 
- Menejmen Dakwah 
- Pengembangan Masyarakat Islam 
- Jurnalistik 
- Komunikasi 
d) Fakultas Adab dan Humaniora 
- Bahasa dan sastera Arab 
- Bahasa dan sastera Inggris 
- Sejarah Kebudayaan Islam 
- Ilmu Perpustakaa 
4) Ushuluddin dan Filsafat 
- Aqidah filsafat 
- Perbandingan Agama 
- Tafsir Hadits 
- Ilmu Politik 
b) Fakultas Sains dan Teknologi 
- Arsitektur 
- Teknik Informatika 
- Teknik Perencanaan wilayah dan kota 






- Ilmu peternakan  
c) Fakultas Kesehatan. Dan  




d) Program pasca Sarjana Memiliki Jurusan sebagai berikut 89: 
- Tafsir hadits 
- Pemikiran Islam 
- Syariah / hukum Islam 
- Pendidikan dan Keguruan 
- Sejarah Peradaban Islam 
- Dakwah dan Komunikasi 
- Pendidikan Bhasa Arab 
- Bahasa arab 
- Ekonomi Islam 
e) Program S 3 (Doktor) : 
- Tafsir hadits 
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- Pemikiran Islam 
- Syariah / hukum Islam 
- Pendidikan dan Keguruan 
- Sejarah Peradaban Islam 
- Dakwah dan Komunikasi 
- Pendidikan Bhasa Arab 
- Bahasa arab dan Sastra Arab 
Dan memiliki sarana penunjang
90
 : 
1. Laboratorium berupa lab : 
a. Komputer 
b. Falaq  
c. Hukum/yustisi 
d. School laboratory 
e. Micro Teaching 
f. Bahasa  





l. Dan lab. Dakwah. 
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2. Penunjang lainya91 : 
a. Perpustakaan Lantai III di Kampus 1dan kampus II 
b. Researc center and Library 
c. Audiotorium kampus II 
d. Pusat Kegiatan Mahasiswa Kampus II 
e. Training Center 7 Lantai, Kampus I 
f. Rumah Jabatan Rektor, Kampu I 
g. Rumah Sopir 3 buah, di kampus I 
h. Asrama Mahasiswa Di kampus I dan II 
i. Mesjid 2 buah, Dikampus I dan II 
j. Lecture Teather 1 buah di kampus II 
k. Rumah dinas Lain 2 buah, di kampus I 
l. Mess, di kampus I 
m. Mesium Fakultas Adab dan Humaniora 
n. Poliklinik di kampus I 
o. Kantor DW UIN Alauddin 
p. Koperasi dan Kantin di kampus I dan II 
q. Taman Kanak-kanak 
Selanjutnya UIN dilengkapi dengan perpustakaan modern seluas 3000 m2. 
Perpustkaan ini dirancang sedemikian rupa untuk menambah kenyamanan membaca 
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ataupu menelusuri refrensi yang dibutuhkan oleh para mahasiswa dan umum. 
Disamping itu perpustakaan UIN dilengkapi pula dengan sarana internet. Dan digital 
Library. 
1. Sejarah  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Sejarah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dulu Institut 
Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Melalui beberapa fase yaitu
92
 : 
a. Fase tahun 1962 s.d 1965. 
Sejarah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang pada mulanya 
berstatus sebagai Fakultas cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Atas dasar desakan rakyat dan pemerintah daerah Sulawesi selatan serta 
atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama 
Republik Indonesia Mengeluarkan keputusan Nomor 75 tanggal 17 
Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syariah UMI menjadi Fakultas 
Syariah IAIN Sunan Kali jaga Yogyakarta cabang Makassar pada tangaal 
10 Nevember 1962. Setelah itu menyusul Penegerian Fakultas Tarbiyah 
UMI Menjadi fakultas tarbiyah cabang Makassar pada tanggal 11 
November 1964 berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor 91 tanggal 
7 November 1964. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1965, fakultas 
Ushuluddin IAIN Suanan kalijaga Yogyakarta cabang Makassar didirikan 
berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 77 
tanggal 28 Oktober  1965. 
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b. Fase tahun 1965 s.d 2005 
Pada tanggal 10 November 1965. IAIN Makassar berstatus Mandiri 
berdasarkan keputusan menteri agama nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. 
Pendirian tersebut atas dukungan masyarakat  dan pemerintahan daerah 
Sulawesi selatan, serta Landasan hukum peraturan presiden  Nomor 27 
tahun 1963. Peraturan tersebut  mengaskan antara lain  bahwa sekurang-
kuranya  tiga jenis fakultas  IAIN dapat digabung menjadi satu Institut 
tersendiri. Pada saat itu, IAIN sunan kalijaga di Makassar telah 
mempunyai Tiga Fakultas yakni Syariah, Tarbiyyah dan Ushuluddin. 
Sehingga atas dasar tersebut terbentuklah IAIN Alauddin Makassar. 
Nama “Alauddin” Pada IAIN di Makassar diambil dari nama raja dari 
kerajaan Gowa yang pertama memeluk agama Islam dan memiliki 
latarbelakang sejarah pengembangan agama Islam. Disamping itu nama 
ini mengandung harapan  peninggkatan kejayaan Islam dimasa mendatang 
di Sulawesi Selatan pada hususnya dan di Indonesia Timur pada 
umumnya. Ide pemberian nama “ Alauddin” kepada IAIN Yang berpusat 
di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN 
“Alauddin”, diantaranya adalah  Andi Pangeran daeng Rani, (cucu/ 
turunan) dari Sultan Alauddin, yang Mantan Gubernur Sulawesi selatan, 
dan Ahmad Makkarausu Amansyah daeng Ilau, Ahli sejarah Makassar. 
Pada fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin  yang semula hanya  memiliki 
tiga fakultas, berkembang menjadi lima Fakultas ditandai dengan 
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berdirinya  fakultas  adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama  RI 
Nomor 148 tahun  1967 tanggal 23 November 1967. Disusul fakultas 
Dakwah dengan keputusan menteri Agama RI Nomor  253 tahun 1971. 
Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba ( 153 Km arah selatan kota 
Makassar). Berdasarkan keputusan presiden RI nomor 9 tahun 1987 
Fakultas dakwah dialihkan ke Makassar. Tahun 1990 Program 
Pascasarjana (PPs) didirikan berlandaskan keputusan Dirjen Binbaga 
Islam Departemen Agama No. 31/E/1990 berstatus kelas jauh dari PPs 
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan  
Menteri Agama RI No. 403 tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar 
menjadi PPs Yang mandiri. 
c. Fase tahun 2005 s.d Sekarang 
Proses kelanjutan proses pertumbuhan IAIN terus berlanjut dan untuk 
merespon tuntutan perkembangan Ilmu pengetahuan dan perubahan 
mendasar atas lahirnya Undang-undang system Pendidikan nasional No. 2 
tahun 1989 dimana jenjang pendidikan pada departemen Pendidikan 
Nasional RI dan Departemen Agama RI, telah disamakan Kedudukanya 
khususnya jenjang pendidikan menengah; kedua untuk menampung 
lulusan jenjang pendidikan menengah dibawah naungan departemen 
Agama RI. Atas perakarsa  pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 
dan atas dukungan  civitas akademika dan senat IAIN Alauddin serta 
Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkan Konversi IAIN Alauddin 
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Makassar Menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden RI dan 
Menteri Pendidikan Nasional RI. Mulai 10 Oktober 2005 status 
kelembagaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar 
berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin berdasarkan 
Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 2005 
tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian 
penandatanganan perasasti oleh presiden RI Bapak DR. H. Susilo 
Bambang Yudhoyono  pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 
Dengan perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN 
Alauddin Makassar Berkembang dari Lima (5) buah Fakultas menjadi 7 
(tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) 
berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanngal 16 
Maret 2006, yaitu : 
1) Fakultas Syariah dan Hukum 
2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
4) Fakultas Adab dan Humaniora 
5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
6) FAkultas Sains dan Teknologi 
7) Fakultas Ilmu Kesehatan 




2. Sejarah Perubahan IAIN Menjadi UIN Alauddin Makassar. 
 
 Sejak gagasan perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin digulirkan 
kemudian diikuti dengan bergaai langkah-langkah strategis dalam mewujudkan 
perubahan tersebut, dapat dikatakan bahwa di lingkungan IAIN Khususnya benar-
benar terjadi demam UIN. Dimana-mana terdengar pembicaraan mengenai UIN, baik 
dikalangan Dosen, Pegawai maupun Mahasaiswa. 
UIN benar-benar  telah menjadi orientasi utama dalam segala aktifitas di 
kampus. Tampaknya semua perhatian tertuju pada perwujudan hal tersebut. IAIN 
Alauddin Secara aktif Melakukan berbagai kegiatan guna memenuhi segala 
persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka perubahan tersebut. Berbagai lokakarya 
digelar, mulai dari loka karya program studi, program studi (Prodi) baru yang akan 
dibuka, terutama prodi Umum, hingga lokakarya epistimologi keilmuan UIN. 
Ke mana Rektor IAIN Alauddin, Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. berkujung, 
baik dalam negeri maupun luar negeri, ia selalu mengampanyekan rencana perubahan 
itu. Bagi civitas akademika IAIN Alauddin, Perubahan ini merupakan sebuah upaya 
untuk mempertahankan eksistensinya ditengah menurunya minat masyarakat untuk 
masuk IAIN. Ini sebuah fenomena yang sebetulnya cukup memperiahatinkan. Sebab 
kecendrungan menurunya minat masyarakat untuk masuk IAIN sekaligus merupakan 
Isyarat bahwa masyarakat tidak lagi tertarik untuk mempelajari agama
93
. 
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Tampaknya kecendrungan tersebut itu juga dipengaruhi oleh pandangan yang 
mendikotomiskan (memisahkan, mempertentangkan, memperlawankan) antara ilmu-
ilmu umum dengan Ilmu agama. 
IAIN dianggap Hanya Mengajarkan ilmu-ilmu agama dan perguruan tinggi 
lainya mempelajari ilmu-ilmu umum. Boleh jadi itulah sebabnya sehingga Prof. Dr. 
Abu hamid, Rektor Universitas 45, secara tegas mendesak Rektor IAIN untuk 
menjadikan perguruan tinngi yang pada tanggal 10 November 2005 genap berusia 40 
tahun, menjadi Universitas. Kecendrungan inilah yang menjadi kecendrungan 
masyarakat pada umumnya dan yang menjadi salah satu alasan mengapa IAIN harus 
berubah menjadi Universitas. 
Hal tersebut dapat di bagi dalam 4 bagian gagasan
94
  : 
a. Adanya fenomena tuntutan dan harapan masyarakat (social expectation) untuk 
menghasilkan sarjana yang mengglobal. 
b. Adanya tuntutan para pengguna jasa (users) dan stakeholders akan Variasi 
Program studi yang ditawarkan IAIN. 
c. Adanya fenomena makin bertambahnya pengangguran intelektual (para 
lulusan perguruan tinggi) dari tahun ke tahunyang pada gilranya muncul 
berbagai kritik masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas lembaga 
perguruan tinggi di tanah air. 
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d. Adanya tuntutan dalam era reformasi yang memberi peluang otonomisasi 
yang lebih luas pada perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan 
pengkaderan pemimpin-pemimpin bangsa dimasa depan.  
Untuk mendukung langkah dan gagasan tersebut  disuarakanlah langkah 
tersebut dalam rapat senat Institut pada tanggal 25 Juli 2002, Rektor pada saat itu 
meminta persetujuan  kepada Senat untuk memberikan mandat kepada rector untuk 
memulai langkahnya. Dan langkah awal yang dilakukan adalah membentuk Panitia 
Konversi yang diketuai Oleh Bapak Prof. Dr. Qadir Gassing, HT, MS. Dan bapak 
Drs. H. Harjum Rahim,M.A., sebagai sekertaris panitia Konversi, Semua berkas yang 
berkaitan dan dibutuhkan dalam proses tersebut dikumpulkan untuk memudahkan 
dalam proses konversi. 
Setelah semua persyaratan telah diajukan dan dipersiapkan telah diselesaikan 
semua tibalah pada suatu tahapan yang harus dilewati sebelum IAIN Menjadi UIN 
yaitu pembahasan dikantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara 
(Kementrian PAN) di Jakarta, tentang kesiapan perubahan IAIN Aluddin Menjadi 
Universitas dimana Pada saat itu hadir juga dari perwakilian IAIN Sunann Gunung 
Jati Bandung pada tanggal 7 April 2005, ending dari rapat tersebut menghasilkan hal 
yang menegangkan karena Deputi Menpan Mengisyaratkan akan di pending sampai 
tahun depan, akan tetapi dalam paparan yang dilontarkan oleh kementrian agama 
sangat meyakinkan sehingga isyarat tersebut tidak sempat ditindak lanjuti dan hal 
yang paling mengejutkan dari akhir rapat tersebut dan rapat lanjutan di sekertariat 
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kabinet yang berlangsung hanya sekitar 25 menit yang dipimpin oleh Staf Setkab. 
tanggal 3 Mei 2005, adalah kesiapan semua departemen dalam mempersiapkan segala 
kebutuhan jika terealisasi menjadi Universitas termasuk dari Diknas, Kepegawaian, 
dan Anggaran. Serta tertutupnya pintu promosi  menuju universitas pada masa 
pemerintahan pada saat itu, sebelumnya harus diadakan evaluasi sebelum diputuskan. 
Berdasarkan semua paparan, dan dukungan dari semua pihak yang terkait 
serta kerja keras dari pimpinan, senat dan civitas akademika IAIN Alauddin sehingga 
pada tanggal 10 Oktober 2005 Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin resmi 
berubah Menjadi Universitas Islam (UIN) Alauddin Makassar, yang ditandai dengan 
persmian penandatanganan prasasti Oleh presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang  
Yudoyono pada tanngal 4 Desember 2005 di Makassar. 
Dan adapun pejabat Rektor/Rektor yang pernah menjabat mulai dari Fase 
1965 sampai dengan Sekarang. 
 Sejak berdirinya IAIN alauddin Makassar sampai berubah satatus menjadi 
UIN Alauddin Makassar  (1965 s.d Sekarang) telah dipimpin oleh kuasa Rektor  dan 
Rektor sebagai berikut : 
1) Hajji Aroeppala, selaku kuasa / pejabat Rektor Pertama dari tahun 1965 
sampai 1967. 
2) Drs. H. Muhyiddin Zain, Rektor tahun 1967-1972. 
3) Prof. H. Abdurrahman Syihab, Rektor tahun 1972-1979. 
4) Drs. H. A. Moerad Oesman, Rektor tahun 1979-1985. 
5) Dra. Hj. A. Rasdiyanah, Rektor tahun 1985-1994. 
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6) Drs. H. M. Shaleh A. Putuhena, Rektor tahun 1994-1998. 
7) Prof. DR. H. Abd. Muin Salim, Rektor tahun 1998-2002. 
8) Prof. DR. H. Azhar Arsyad. M.A., Rektor tahun 2002-2010. 
9) Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT,MS., Rektor  tahun 2010-2014. 
 
3. Keadaan Sosiologis Setelah Berubah Menjadi UIN 
Perubahan IAIN menjadi UIN adalah merupakan suatu pembaharuan yang 
sangat ditunggu dan dan sangat mempengaruhi eksistensinya ditengah persaingan 
dunia Pendidikan. Tantangan yang sangat penting untuk diantisipasi bersama adalah 
maraknya persaingan moderenitas dalam kalangan kampus, hal ini tidak terlepas dari 
kampus IAIN  yang dikenal dengan kampus yang Islami dan tidak mengikut dengan 
perkembangan zaman,  dalam perkembangan kemajuan pola berfikir masyarakat 
kaum intelektual dalam menyatukan antara pengetahuan agama dengan pengetahua 
umum. 
Hal yang demikian adalah merupakan tutntutan masyarakat sekaligus tuntutan 
zaman yang harus diperhatikan dan difahami agar eksistensi IAIN dapat 
mempertahangkan diri sebagai pusat ke unggulan moral. Moralitas  tampa ilmu 
adalah bagaikan orang bisu yang berada ditengah  diskusi yang tidak bisa 
melontarkan kata-kata, dan orang yang berilmu tampa moral bagaikan orang yang 
dinasehati tampa mendengar. Dengan dasar tersebut perubahan IAIN menjadi UIN 
membawa perubahan yang sangat pesat bagi masyarakat pada umumnya dan civitas 
akademika IAIN pada Khusunya,  mulai dari pandangan masyarakat maupun 
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pandangan para cendikiawan, hal tersebut terpatri dalam berbagai pandangan dan 
tulisan yang ditulis oleh kalangan masyarakat dan cendikiawan dalam berbagai 
tulisan maupun pendapat. 
Setelah perubahan IAIN menjadi UIN perubahan yang sangat terasa adalah 
keadaaan sosologis yang menyelimuti para civitas akademika dan masyarakat pada 
umumnya. Hal tersebut dikarenakan : 
a. Perubahan beban kearah yang lebih luas dan kompleks. 
Paling tidak terdapat  empat alasan yang melatar belakangi terjadinya 
perubahan beban kearah yang lebih luas dan kompleks yaitu : 
1) Perubahan jenis pendidikan, nama atau jenjang fasilitas yang 
dimiliki.dengan kata lain muatan yang dimiliki. Dimana dulunya IAIN 
hanya mengajarkan agama akan tetapi setelah berubah menjadi UIN 
Konsentrasi Pendidikan bertambah dengan pelajaran umum. 
2) Adanya dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Akan 
tetapi setelah terjadi konversi ke UIN dikotomi tersebut menyatu ke 
dalam sebuah system pendidikan tersendiri yang dikelola melalui 
institusi tersendiri yang di buat oleh Pimpinan Kampus. 
3) Memberikan perluasan yang lebih luas kepada para lulusan untuk 
dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas. 
4) Tuntutan umat Islam yang menghendaki adanya pelayanan 
penyelenggaraan pendidikan yang professional dan berkualitas tinggi 
untuk menawarkan banyak pilihan kepada masyarakat. 
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b. Perubahan mainset. 
Perubahan mainset dari IAIN Menuju UIN adalah merupakan suatu ke 
harusan dan hal yang demikian adalah tanda keberhasialan dalam proses 
perubahan konversi dari IAIN Menuju UIN, yang terpatri dalam 
bagaimana metode dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan dan 
character building. Yang demikaian mengarah kepada perubahan struktur 
dan kultur Institusi ataupun Civitas akademika. 
c. Keterbukaan. 
Keterbukaan adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh universitas. 
Termasuk perubahan derastis UIN alauddin Adalah keterbuakaan dalam 
memberikan pengajaran kepada mahasiswa maupun dalam proses 
kegiatan- kegiatan yang dimiliki. Dan yang lebih penting lagi adalah 
kesiapan untuk menerapkan  system kombinasi antara ke ilmuan agama 
dan umum.  
d. Perubahan pola atau metode pengajaran. 
Perubahan pola atau metode dalam mengajar tentunya sangat berbeda 
ketika masih IAIN jika dibandngkan dengan UIN, hal tersebut dapat 
terlihat dalam penerimaan mahasiswa dimana dulunnya orang yang masuk 
di IAIN kebanyakan dari  Madrasah (MAN), Pesantren dan sekolah 
Swasta. Dan mata kuliah yang diajarkan adalah kesemuanya adalah 
agama. Setelah terjadi Konversi UIN sudah merubah system pengajaran 




B. Bentuk – bentuk tindak pidana dalam kampus 
 
Kejahatan lebih dekat dari urat leher manusia. Ketika manusia 
menafikkanya dan mengatakan diri steril dari kosa kata itu, berarti telah 
mengingkari keberadan sebagai individu yang berintraksi dengan mahluk social, 
karena dimana ada manusia disana ada kejahatan
95
. Sebuah pernyataan yang 
tendensius dan seolah-olah menuduh, karena sebenarnya dalam peristiwa 
kejahatan, peran manusia sebagai pelaku, bisa sebagai korban, dan bisa pula 
sebagai kedua-duanya sekaligus. Bahkan peran manusia bisa mulai sebagai 
penonton langsung ketika kejahatan tengah terjadi, atau sebagai penonton tidak 
langsung melalui berita-berita di Koran, majalah, atau televisi, yang setiap hari 
mempertontonkan kejahatan “siap saji” secara amat gamblang. Ketika ingin 
bereaksi membantah bahwa tak berurusan dengan kejahatan dalam bentuk 
apapun, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, atau keduanya, bahkan 
sebagai penonton sekalipun, maka pada saat yang bersamaan sebenarnya telah 
berperan sebagai bagian dari dinamika kejahatan itu sendiri, yaitu pengingkaran. 
  Itulah reaksi yang wajar dari manusia yang secara spontan, biasanya 
terlontar begitu saja untuk menolak, ketika dilibatkan pada suatu yang dianggap 
jahat oleh hukum, oleh masyarakat, oleh kebudayaan, atau oleh agama sekalipun. 
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Hal itu sangat manusiawi. Berangkat dari pandangan tersebut, sangatlah wajar 
jika terjadi tindak pidana dalam kampus yang terdapat manusia yang menuntut 
ilmu, terlepas dari eksistensinya sebagai mahasiswa dalam kampus tenyata jiwa 
kemanusiaanya tidak terlepas, sehingga di dalam kampus terjadi tindak pidana. 
Tindak pidana dalam Kampus adalah merupakan hal yang tabu untuk 
diperbincangkan dimasa lalu, karena susahnya mendapatkan informasi tentang 
hal tersebut begitu juga tingginya tekanan senioritas yang malu jika dikatakan 
sebagai penjahat kampus. Sehingga permasalahan dan tindakan yang terjadi 
dalam kampus terutama tentang bentuk –bentuk tindak pidana dalam kampus 
susah untuk mendapatkan informasinya secara mendetail. Setelah terjadinya 
revormasi hal yang demikian di atas telah mengalami banyak perubahan terutama 
mengenai masalah informasi tentang kejadian dalam kampus. Hampir setiap hari 
mendapatkan informasi tersebut baik melalui media cetak maupun media 
elektronik. Seperti halnya informasi yang di dapatkan mengenai jumlah tindak 
pidana yang terjadi dalam kampus di Kota Makassar, sebagai mana yang tertera 










JUMLAH TINDAK PIDANA YANG TERJADI DALAM KAMPUS TERBESAR DI 
KOTA MAKASSAR  
YANG MASUK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR 
 
No. Tahun Kampus terbesar yang menjadi Populasi di Kota 
Makassar Prov. Sul-Sel 
Jumlah 
UNHAS UNM UIN UMI  U 45 
1. 2006 1 1 1 2 1 6 
2. 2007 2 1 1 1 - 5 
3. 2008 1 1 1 2 1 6 
4. 2009 1 2 2 1 1 7 
5. 2010 1 1 1 1 1 5 
 Jumlah 6 6 6 7 4 29 
Sumber data  : Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Maret 2011 
 
  Dari tabel di atas menunjukaan bahwa pada priode 2006 sampai 2010 
terjadi tindak pidana dalam kampus di kota Makassar khususnya di lima Universitas 
terkemuka Indonesia timur yaitu Universitas Hasanuddin , Universitas Negeri 
Makassar, Universitas Islam Negeri, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas 
45 sebanyak : 29 kasus, yang masing-masing kampus  jumlah tindak pidana yang 
terjadi didalamnya  sebagai berikut :  
1. UNHAS  : 6 Kasus 
2. UNM  : 6 Kasus 
3. UIN   : 6 Kasus 
4. UMI  : 7 Kasus 
5. U 45  : 4 Kasus 
Setiap tahun terjadi kasus tindak pidana yang terjadi dalam kampus di kota 
Makassar, dan jika dirata-ratakan tiap tahun minimal terjadi 5 kasus tindak pidana 
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yang terjadi dalam kampus. Jika  di fokuskan untuk melihat sempel Universitas Islam 
Negeri Alauddin (UIN) Makassar Maka hasilnya sebagai berikut : 
 
Tindak pidana dalam kampus adalah merupakan sebuah tindakan Pidana yang 
dilakukan dalam kampus yang mana pelakunya merupakan bahagian dari civitas 
Akademik. Adapun bentuk Tindak pidana yang dilakukan dalam kampus Universitas 
Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, sesuai dengan hasil Penelitian dari 
Kepolisian Sektor Kota Tamalate (Polsek Tamalate). 
Tabel II 
TINDAK PIDANA YANG TERJADI DALAM KAMPUS UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR 








PROSES TINDAK LANJUT Ket 
 
 






L P L P 
1. 2006 
 
Empat  (4)                 Selesai - 4 4  Satu ( 1 ) 1   
2. 2007 
 
Tiga ( 3 )                      Selesai - 1 
Proses - 2 
1  Satu ( 1 ) 1   
3. 2008 
 
Tiga    ( 3 )                    Selesai - 2 
Proses - 1 
2  Satu ( 1 ) 1   
4. 2009 
 
Sebelas (11)                 Selesai - 4 
Proses - 7 
5  Empat ( 4 ) 5   
5. 2010 
 
Lima   ( 5 )             Selesai - 1 
Proses - 4 
1  Satu ( 1 ) 3   
 Juml. Dua puluh 
Enam (26) 
Selesai - 12 
Proses - 14 
1
2 
 Delapan (8) 11   
Sumber data  : Polsekta Tamalate Hari  Selasa  23  Maret 2011 
 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dugaan terjadinya 
tindak pidana yang terjadi dalam kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
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Makassar yang masuk pada pada kepolisian sector kota tamalate Pada Periode 2006 -
2010 tercatat sebanyak 26 Kasus yang diantaranya : 
1. 10 Pencurian.   
2. 11 Penganiayaan.   
3.  3 Pengrusakan, dan  
4.  1 Sajam.     
Data pada tabel tersebut di atas menunjukan adanya kebiasaan yang biasa 
muncul dalam kehidupan kampus, kebiasaan untuk melakukan tindakan  anarkis dan 
juga kebiasaan  memancing terjadinya pencurian hingga penganiayaan yang 
mengakibatkan terjadinya pembunuhan dalam kampus, hal tersebut  disebabkan 
karena banyaknya komunitas kelompok dan tidak adanya kualitas standar 
pengamanan dalam kampus terutama yang berkaitan dengan keamanan, lahan parkir 
dan pengamanan lahan parkir
96
. Pernyataaan tersebut dimunculkan dari hasil analisis 
terhadap penyidikan yang dilakukan pada setiap kasus yang terjadi dalam kampus 
UIN alauddin Makassar. 
Lebih lanjut dipaparkan pada Tabel II  menunjukkan bahwa perkara 
tindak pidana yang dilaporkan kepada kepolisian sebanyak 26 perkara selama kurun 
waktu Lima tahun    ( 2006- 2010 ), yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 8 
perkara sedangkan perkara yang tidak sempat dirampungkan  oleh penyidik adalah 
sebanyak 18 Kasus atau perkara. 
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Bila diperhatikan tabel tersebut terjadi peningkatan yang sangat signifikan  
pada tahun 2009 jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Jumlah tindak 
pidana yang dilaporkan di kantor Polisi, serta Kasus atau perkara yang dilimpahkan 
ke Kejaksaan Negeri Makassar yang mana pada tahun sebelumnya hanya 1 kasus, 
sedangkan tahun 2009 kasus yang dilimpahkan meningkat menjadi 2 kasus. 
Adanya sejumlah kasus yang tidak berhasil diselesaikan, sesuai dengan 
keterangan yang di peroleh  dari kepolisian Sektor kota Tamalate Menerangkan hal 
yang demikian Terjadi : 
a. Banyaknya pelaku Pencurian yang tidak dapat ditangkap, karena bukan 
dari bagian dalam kampus. 
b. Susahnya Mendapatkan bukti-bukti dan petunjuk  dalam Proses 
Penyidikan diakibatkan karena banyaknya aktifitas dalam kampus serta 
sulitnya mengontrol situasi sehinnga menyulitkan dalam Penyidikan para 
pelaku. 
c. Sebagian kasus diselesaikan secara kekeluargaan. 
d. Selebihnya tetap dalam proses penyidikan sampai ditemukan petunjuk 
dan bukti untuk dapat dilanjutkan ke penyidikan. 
Untuk menopang data dari kepolisian Sektor Kota Tamalate  tersebut di 
atas berikut data uraian dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kampus UIN 





JUMLAH TINDAK PIDANA YANG TERJADI DALAM KAMPUS UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR 










Telah di Limpahkan 
Pengadilan L/P  
    
1. 2006 
 
- - 1 Kasus 1 L 1 
2. 2007 
 
- - 1 Kasus 1 L 1 
3. 2008 
 
- - 1 Kasus 1 L 1 
4. 2009 
 
2 kasus 2 L 2 Kasus 3 L 4 
5. 2010 
 
- - 1 Kasus 3 L 1 
 Jumlah 
 
2 Kasus 2 L 6 Kasus 9 L 8 Kasus 
Sumber data  : Kejaksaan Negeri Makassar Hari tanggal 10 Maret 2011 
Dari data di atas menunjukan bahwa terjadinya tindak pidana dalam kampus 
Universitas Islam Negeri alauddin Makassar pada periode 2006-2010 tercatat 
sebanyak 8 kasus yang melibatkan 9 pelaku yang terdiri atas 9 laki-laki dan adapun 
kasus yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Pencurian   2 
2. Penganiayaan  4 
3. Pengrusakan  1 
4. Sajam/Senpi 1 
Sedangkan tindak pidana yang lain belum ada yang sampai ke kejaksaan. Kalau 
diperhatikan kembali table ke II di atas terdapat perbedaan yang sangan derastis 
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dengan table I yang berkaitan dengan jumlah tindak pidana yang terjadi maupun 
pelaku yang terlibat didalamnya dalam kurun waktu lima tahun (2006-2010). 
Akan tetapi pada hakikatnya masih banyak kejadiaan tindak pidana yang 
terjadi dalam kampus tidak dilaporkan. Mengingat dalam realitas yang ada hampir 
setiap bulan tejadi perkelahian dalam kampus serta banyaknya mahasiswa yang 
kecurian barang elektronik baik yang mahal maupun yang tidak terlalu mahal. Karena 
tidak adanya kepastian yang diberikan oleh para penegak hukum. Bahkan lebih 
banyak biaya yang dikeluarkan jika melaporkan dari pada barang yang dilaporkan. 
Hal yang demikian yang memunculkan sehingga banyaknya tindak pidana yang 
terjadi dalam kampus tidak dilaporkan sehingga memunculkan tindakan yang 
berulangkali dilakukan. 
Dari 8 berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar tersebut 
di atas, 6 kasus di limpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar, 2 Kasus lainya sedang 
diproses dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa bentuk tindak pidana dalam 
kampus pada dasarnya dapat diklasifikasi menjadi 4 bentuk tindak pidana yaitu  : 









JUMLAH TINDAK PIDANA YANG TERJADI DALAM KAMPUS UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR 










Telah di Putus 
Bebas L/P Dipidana L/P 
      
1. 2006 
 
- - - - 1 Kasus 1 L  
2. 2007 
 
- - - - 1 Kasus 1 L  
3. 2008 
 
- - - - 1 Kasus 1 L  
4. 2009 
 
- - - - 2 Kasus 3 L  
5. 2010 
 
- - - - 1 Kasus 3 L  
 Jumlah 
 
- - - - 6 Kasus 9 L  
Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar Hari tanggal 26 Maret 2011 
Dari table tersebut diatas  menunjukkan bahwa ternyata semua tindak pidana 
yang terjadi dalam kampus yang dilimpahkan oleh kejaksaan sebanyak  6 kasus 
terbukti dilakukan oleh para pelakunya hal tersebut sesuai dengan keputusan hakim 
dalam persidangan. Hal tersebut didukung oleh eksistensi jaksa dan penyidik dalam 
memberikan pasal yang dituduhkan maupun yang didakwakan dalam proses 
persidangan para terdakwa.  
Berdasarkan tabel tersebut juga menerangkan bahwa selama 5 tahun terdapat 
6 kasus tindak pidana yang terjadi di Universitas Islam Negeri Alaudddin  Makassar 




1. Kasus Pencurian. (2 Kasus) 
2. Penganiayaan,  (2 Kasus) 
3. Pengrusakan, dan  (1 Kasus) 
4. Sajam.   (1 Kasus) 
Dan semua pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku 
dalam perkara tersebut. 
 
 
C. Fakor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Kampus 
 
Baik buruknya perangai seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya 
sendiri tetapi lingkungannya ikut bertanggung jawab atas perbuatanya. Penjahat itu 
diciptakan bukan dilahirkan. Rahim seorang ibu tak membedakan jabang bayi yang 
bermukim diharibaanya akan menjadi seorang manusia jahat ataupun baik. Satu atau 
dua jumlah Unyeng-unyeng di kepala seorang bayi yang baru dilahirkan, bukanlah 
stempel baik atau buruknya perangainya di kemudian hari
97
. 
Ungkapan bahasa tersebut menyiratkan makna bahwa manusia tak dapat 
melepaskan dirinya dari peroses interaksi timbal balik antara diri dan lingkungan 
masyarakatnya. Sebab itu setiap masyarakat memiliki produk penjahatnya sendiri 
sesuai dengan corak ragam masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menjadi lahan 
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yang subur  bagi aneka ragam benih bentuk kejahatan. Masyarakat yang „sakit‟ 
masyarakat yang penuh patologi merupakan rahim yang produktif melahirkan aneka 
ragam penjahat. Apabila penjahat dibiarkan sebagai „limbah masyarakat‟ yang 
berserakan di santero wilayah, dengan demikian masyarakat ibarat penghasil wabah 
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Berdasar  hal tersebut ternyata kejahatan adalah suatu hal yang diciptakan 
oleh karenanya tidak bisa dihilangkan akan tetapi untuk menghindari hal tersebut 
bisa, untuk menghindari hal tersebut adalah menghindari factor – factor yang 
menyebabkanya. Begitupun yang terjadi dalam kampus terjadinya tindak pidana atau 
kejahatan dalam kampus bisa dihindari atau dikurangi dengan menghindari factor 
penyebab terjadinya tindakan tersebut.  
Dalam memaparkan tentang faktor terjadinya tindak pidana dalam 
kampus, yang nyatanya adalah tempat para orang terpelajar tempat manusia yang 
bermoral, manuasia yang faham akan baik dan buruknya suatu tindakan baik dari sisi 
ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Hal yang demikian lebih diperparah jika kampus 
tersebut berasaskan nilai Agama seperti kampus yang bernuansa Islam Seperti UIN 
dan IAIN. Jika sepintas nama tersebut Menebarkan aurah Religius dan moralitas, 
karena dalam pelaksanaan system pelaksanaan pendidikanya memasukkan nilai-nilai 
keagamaan dan moralitas, hal yang demikian terealisasi dalam  pembuatan system 
pembelajaran dan tambahan mata kuliah khusus yang mengarahkan kepada nilai dan 
ajaran agama. Akan tetapi hal yang demikian tidak menghindarkan dari para civitas 
akademika yang ada didalamnya terlepas dari perbuatan yang melanggar peraturan 
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semisal tindak pidana. Yang demikian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
terjadinya tindak pidana dalam kampus sebagai mana di paparkan dalam paparan 
sebelumnya. 
Untuk memahami faktor terjadinya hal yang demikian dipaparkan oleh 
mahasiswa dari hasil penelitian 100 responden yang terdiri dari 75 mahasiswa dan 25 
dosen dihasilkan data sebagai berikut : 
Tabel  V 
FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA YANG TERJADI DALAM KAMPUS 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 
No. Faktor terjadinya tindak pidana dalam 
kampus 
Mahasiswa Dosen Jumlah 
1. Kultur (Budaya) 17 9 26 
2. Konspirasi Politik 19 4 23 
3. Perbedaan Organisasi 15 3 18 
4. Faktor Biologis 8 3 11 
5. Kebijakan kampus 12 2 14 
6. Moral/Ahklak yang kurang 4 4 8 
 Jumlah 75 25 100 
Sumber data : data primer yang telah diolah  tanggal 2 februari 2011 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Faktor tejadinya tindak pidana 
dalam kampus adalah dikarenakan faktor budaya yang dimiliki oleh para pelaku 
dinyatakan oleh 26 orang atau kisaran 26% dari 100 jumlah responden yang brasal 
dari 25 dosen dan 75 mahasiswa, faktor konspirasi politik menunjukkan bahwa dari 
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jumlah responden menyatakan hal tersebut sebanyak 23 orang atau kisaran 23 %, 
Faktor perbedaan organisasi berdasarkan data responden 18 orang menyatakan hal 
tersebut atau kisaran 18 %, Faktor biologis Sebanyak 11 orang atau kisaran 11%, 
Kebijakan Kampus 14 Orang atau kisaran 14% dan yang terakhir faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus karena kurangnya moralitas 
yang dimiliki  civitas akademika adalah 8 % Atau jumlah responden yang 
menyatakan hal tersebut sebanyak 8 orang.  
Sedangkan menurut pendidik atau dosen Kampus UIN Alauddin Makassar 
yaitu Menurut Pandangan yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan Fakultas sains dan 
teknologi dalam hal ini bapak Wahyuddin Naro Mengatakan Bahwa
99
 : faktor yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus karena tidak berjalanya 
komunikasi diantara para subjek dalam kampus, dalam hal ini pimpinan dengan 
bawahanya, maupun pimpinan dengan mahasiswa sehingga kadang memunculkan 
persepsi yang salah dalam melihat suatu permasalahan,  Selain hal yang demikian  
beliau juga tidak memungkiri bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya tindak 
pidana dalam kampus disebabkan lemahnya pihak keamanan dalam kampus. Serta 
kurangnya kegiatan yang menyatukan para mahasiswa sehingga jalinan komunikasi 
diatara mereka tidak berjalan dengan baik. 
Lain halnya apa yang dipaparkan oleh Abduh wahab yang Juga adalah 
seorang anggota komite disiplin Kampus atau yang disebut KOMDIS beliau 
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memaparkan bahwa pada dasarnya yang menyebakan terjadinya tindak pidana dalam 
kampus adalah karena 
100
: 
1. pembinaan yang kurang kepada mahasiswa baik itu pembinaan mental 
maupun pembinaan moral sehinnga mereka dengan mudah dipengaruhi oleh 
siapapun. 
2. Adanya persaingan antar kelompok baik kelompok etnis dalam hal ini 
Organda ( Organisasi kedaerahan ) maupun kelompok organisasi lainya. Hal 
ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat mudah kita lihat di dalam 
kampus baik di kampus UIN maupun di kampus lainya seperti UNHAS, UMI 
dan lainnya di Indonesia. 
3. Input dari mahasiswa kita. Mahasiswa yang kita terima sekarang ini jauh 
berbeda dibanding pada masa tahun 90an dan 80an ,dibandingkan sekarang 
terutama setelah berpindahnya Status IAIN Menjadi UIN . kalau misalkan di 
era delapan puluhan hingga sembilan puluhan hampir semua input mahasiswa 
kita barasal dari pesantren yang dulunya pernah  ditempah dengan pendidikan 
agama, sehingga mereka ketika keluar dari pesantren mereka memiliki moral 
yang baik, beda hanya dengan sekarang ini input kita bebas dari mana saja 
yang penting mereka lulus test mereka bisa masuk kampus, dan itu adalah 
konsekuaensi dari perubahan status IAIN menjadi UIN  karakter yang muncul 
pun berbeda. Sehingga kita tidak memungkiri ada dari mahasiswa kita yang 
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memang dari SMA mereka sudah terjerat dengan berbagai tindakan yang 
kurang baik, dan mereka sudah memiliki pembawaan yang di bawa sejak 
SMA dan masuk ke dalam kampus sehingga pada perjalannya kemudian bisa 
dipastikan akan dimunculkan kembali dalam kampus, hal yang demikian 
memang adalah faktor yang sangat mempengaruhi sehinnga terjadinya tindak 
pidana dalam kampus. 
4. faktor terakhir adalah faktor suksesi yang dilakoni oleh civitas akademika. 
yang masing masing memiliki kandidat dan fanatik terhadap kandidatnya 
sehingga sering memunculkan pergesekan yang mengarah kepada tindak 
pidana misalkan pencemaran dan perbuatan yang tidak menyenangkan dan 
tidak jarang terjadi perkelahian atau penganiayaan. 
 
Sedangkan menurut paparan yang dipaparkan oleh Mardan. yang pada 
saat ini menjabat sebagai dekan fakultas adab dan Humaniora menyatakan bahwa 
faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus adalah
101
 : 
1. Tidak adanya kedekatan antara pimpinan, bawahan dan mahasiswa. 
2. Sanksi yang ditetapkan oleh universitas (Kurang difahami oleh civitas 
Akademika). 
3. Kurangnya Sosialisasi. 
4. Kondisi Kampus Pasca Revormasi yang berubah total. 
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Jika berbicara tentang faktor terjadinya tindak pidana dalam  kampus menurut 
dekan fakultas tarbiyyah yang pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III UIN 




1. Faktor bawaan atau karakter tertentu. 
Pandangan tersebut dilatari atas beberapa mahsiswa yang memang dulunya 
ketika sebelum masuk di perguruan tinggi memang sudah dikenal dengan 
karakter atau pembawaanya tersebut sehinnga dalam melakoni kehidupan 
dalam kampus pembawaanya ikut mempengaruhi kepribadianya ,sehingga 
mereka melakukan hal yang sama dilakukan sebelum masuk dalam kampus 
misalkan kebiasaan meminum minuman keras, berkelahi, dll. 
2. Kultur dari perbedaaan organisasi kedaerahan. 
Hal yang menjadi lumrah dewasa kini ketika terjadi perkelahian ataupun 
tindakan yang lain yang mengarah kepada tindakan pidana dalam kampus 
tidak akan terlepas dari pengaruh maupun keikut sertaan dari oraganisasi 
kedaerahan, baik disengaja maupun tidak itu akan menjadi hal yang mudah 
mempengaruhi tindak pidana dalam kampus, karena bagaimana tidak ketika 
suatu kejadian misalkan menyebutkan asal pelaku dari daerah tertentu maka 
oaring yang sedaerah denganya akan dengan mudah terpropokasi untuk 
melakukan tindakan perlawanan maupun pembelaan ataupun sebaliknya. 
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3. Kesalah fahaman. 
Kesalafahaman adalah merupakan faktor umum yang mendorong maupun 
mempengaruhi terjadinya tindak pidana dalam kampus, sebut saja misalkan 
kejadian 1 september pada dasarnya, kejadian tersebut brawal dari kebijakan 
kampus dalam pelaksanaan orentasi pengenalan Kampus (OPAK) yang 
kegiatanya diselenggarakan selama 4 hari. Dalam 4 hari ini di bagi menjadi 2 
bagian , dua hari menjadi wewenang dari BEM Universitas dan Dua harinya 
lagi wewenang BEM Fakultas, akan tetapi karena kebiasaan yang sering 
terjadi Pelaksanaan OPAK dilaksanakan Oleh Masing-masing Fakultas, 
sehingga memunculkan masalah padahal hal yang demikian tujuanya baik 
agar semua ikut terjun pada kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus tersebut, 
tetapi kebanyakan dari mahasiswa kurang memahami secara menyeluruh 
sehingga mereka dengan mudah melakukan tindakan yang dapat mencederai 
dirinya sendiri hingga merusak dirinya sendiri. 
4. Karena faktor security belum bekerja secara optimal. 
Hal yang demikian sedikit banyaknya akan mempengaruhi terjadinya 
tindak pidana dalam kampus, misalkan seandainya tiap hari diadaka pemeriksaan 
bawaan kepada mahasiswa, secara tidak langsung akan mengurangi tindak pidana 
dalam kampus karena bagaimana tidak keberanian mahasiswa sekarang ini 
melakukan tindakan anarkis misalkan karena adanya barang bawaan yang di bawa 
dan diandalkan dapat menakut-nakuti orang hingga melukai orang lain, sehinnga hal 
110 
 
yang demikian mempengaruhi keberanian pelaku untuk melakukan sebuah tindakan. 
Dan begitupun jika patroli rutin dilaksanakan maka orang berfikir dua kali utnuk 
melakukan tindak pidana pencurian dalam kampus. 
Menurut dekan fakultas dakwah, yang dalam hal ini, pernah menagani 
bawahanya yang melakukan pelanggaran pidana, beliau mengatakan bahwa, yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus adalah faktor 
103
: 
1. Biologis yang dimiliki oleh para pelaku 
Adalah sifat yang memang dimiliki oleh para pelaku. 
2. Politik kampus 
Adalah situasi yang perpolitikan dalam kampus yang mana tiap individu 
dalam menghadapi suksesi kepemimpinan, apakah itu kepemimpinan dalam 
ruang lingkup kemahasiswan maupun ruang lingkup dosen yang masing –
masing mempunyai kandidat dan sangat fanatik terhadap kandidat tersebut 
sehingga kadang ketika harapan dan realitas tidak tercapai bisa menimbulkan 
pergesekan di tingkatan para pendukung fanatik. 
Menurut Ambo Asse. Menyatakan Bahwa pada dasarnya yang 
menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus karena
104
 : 
1. Ketidak Puasan Mahasiswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pimpinan kampus. 
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Ketidak puasan mahasiswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak 
kampus  pada dasarnya menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus. 
Hal yang demikian adalah salah satu dari sikap mahasiswa dalam menanggapi 
kebijakan yang tidak sesuai dengan pendapat ataupun pikiran mahasiswa. 
2. Ketidak sadaran diri sebagai Mahasiswa maupun Dosen. 
Eksistensi mahasiswa bukan hanya dililihat dari sisi jasmaniah akan tetapi 
eksistensi yang sebenarnya Adalah eksistensi rohaniah yang melambangkan 
fungsinya sebagai mahasiwa yang intelektual yang menjunjung tinggi 
moralitas dan nilai- nilai hidup dalam masyarakat, termasuk menjunjung 
tinggi nilai-nilai keislaman dan senantiasa memberikan ajakan kebaikan itulah 
mahasiswa yang sebenarnya yang sadar akan eksistensinya. 
        Berbeda halnya yang di ungkapakan oleh para mahasiswa yang melihat 
dan terlibat langsung dalam Kejadian dilapangan tentang factor yang mempengaruhi 
tindak pidana dalam kampus terutama mengenai masalah kasus 1 September 2010 
yaitu terjadinya Kericuhan dan Pengrusakan fasilitas kampus yang terjadi di Kampus 
I dan Kampus II UIN Alauddin Makassar. 
Kasus 1 september adalah merupakan suatu pristiwa sejarah tersendiri 
bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, karena kasus tersebut 
adalah merupakan suatu pristiwa yang sebenarnya tidak layak terjadi di dalam 
kampus, tapi terlepas dari hal tersebut yang menjadi objek utama yang harus difahami 
bersama adalah kenapa hal yang demikian bisa terjadi. Untuk menjawab hal tersebut 
112 
 
di paparkan dalam hasil wawancara dengan para mahasiswa yang terlibat dan hadir 
pada saat itu diantaranya : 
1. Awaluddin adalah mahasiwa fakultas syariah dan hukum yang juga 
merupakan Ketua (Badan Eksekutif Mahasiswa) BEM F-Syariah dan Hukum 
pada saat itu, Mengatakan bahwa factor terjadinya pristiwa 1 september 2010 
yang barasal dari Aksi damai yang dilakukan oleh BEM- Fakultas se UIN dan 




a. Adanya provokasi yang dilakukan oleh oknum tertentu agar terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan 
b. Adanya ketersinngungan dari oknum tertentu dari tindakan satpam. 
c. Adanya kesalah fahaman 
d. Adanya kejengkelan terhadap birokrasi yang tidak mendengarkan 
aspirasi mahasiswa. 
2. Menurut Azis yang merupakan mahasiswa tarbiyyah yang juga merupakan 
teman dari Hermawan, ia mengatakan bahwa pada dasarnya yang 
menyebabkan terjadinya peristiwa 1 september adalah karena didasari 
terjadinya pungli yang dilakukan oleh BEM- Universitas yang dibiarkan oleh 
pihak birokrasi, hal tersebut terbukti dengan tidak digubrisnya masalah 
tersebut hingga kasus 1 september diproses di pengadilan, kemudian 
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mahasiswa melakukan demonstrasi di rektorat kampus II, kemudian di haling-
halangi oleh pihak Satpam, sambil memperlihatkan “Badit” dari perbuatan 
tersebut seakan-akan terjadi pembiaran yang dilakukan oleh semua pihak atas 
perbuatan Satpam tersebut yang membawa benda tajam tersebut, sehingga 
memunculkan tindakan ketersinggungan dari provokasi tersebut terjadilah 
kekacauan. Hasil dari tersebut memunculkan adanya surat edaran Rektor 
Tentang Keputusan Pembubaran Opak dan Mapala Serta Ancaman Kepada 
para pelaku Anarkis Akan di pecat, berdasar dari hal tersebut memunculkan 
kekecewaan sehinnga terjadi pengrusakan kantor pos Satpam di kampus I
106
. 
Hal tersebut ditambahkan oleh Hermawan  
3. Hermawan yang merupakan mahasiswa yang pernah menerima Ilmu di 
Fakultas Syariah dan Hukum mengatakan bahwa factor terjadinya kericuhan 




a. Karena terjadinya pemukulan terhadap mahasiswa oleh pihak 
satpam sehingga banyaknya mahasiswa yang dibawa kerumah 
sakit, dan menyebabkan terjadinya kekacauan dan pengrusakan. 
Dari wawancara dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa peristiwa 
tersebut brawal dari kegiatan OPAK (Orientasi Pengenalan Akademik Dan Kampus) 
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yang di dalamnya terjadi pungutan liar (Pungli) dan adanya persaingan antara BEM- 
U dan BEM-F Se UIN Alauddin Makassar. Awala mula dari terjadinya tindakan 
anarkis dan pengrusakan barang di karenakan adanya provokasi dan tindakan anarkis 
karena adanya pemukulan terhadap mahasiswa dan Juga surat edaran yang seakan- 
akan menghakimi langsung komunitas tertentu yang tidak adil. 
Lain halnya dengan paparan dari pihak kepolian yang menyatakan bahwa  
factor terjadinya tindak pidana dalam kampus dikarenakan adanya kebiasaan yang 
biasa muncul dalam kehidupan kampus, kebiasaan untuk melakukan tindakan  anarkis 
dan juga kebiasaan  memancing terjadinya pencurian hingga penganiayaan yang 
mengakibatkan terjadinya pembunuhan dalam kampus, hal tersebut  disebabkan 
karena banyaknya komunitas kelompok dan tidak adanya kualitas standar 
pengamanan dalam kampus terutama yang berkaitan dengan keamanan, lahan parkir 
dan pengamanan lahan parkir
108
. 
Berdasarkan uraian di atas dan juga landasan teori yang telah dipaparkan  
dalam kajian kepustakaan pada bab II dapat di klasifikasi berdasarkan hasil penelitian 
bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam kampus : 
1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus adalah : 
a. Faktor Umum yang Meliputi : 
1) Faktor Biologis atau Pembawaan dari para pelaku. 
2) Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Pelaku. 
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3) Faktor Spiritualis yang kurang dimiliki oleh para pelaku 
b. Faktor Internal dalam Kampus Meliputi : 
1) Lemahnya pihak keamanan dalam mengontrol  segala aktivitas 
dalam  kampus, Serta kurangnya kegiatan yang menyatukan 
para mahasiswa sehinga jalinan komunikasi diatara mereka 
tidak berjalan dengan baik. 
2) Pembinaan yang kurang kepada mahasiswa baik itu pembinaan 
mental maupun pembinaan moral. 
3) Adanya persaingan antar kelompok baik kelompok etnis dalam 
hal ini organda maupun kelompok organisasi lainya pada tiap 
suksesi dalam kampus. 
4) Adanya konspirasi dan Provokasi oleh oknum tertentu. 
5) Tidak adanya kedekatan antara pimpinan, bawahan dan 
mahasiswa, sehinnga kadang memunculkan mis komunikasi. 
6) Ketidak Puasan Mahasiswa terhadap kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pimpinan kampus. 







D. Upaya – Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Dalam Kampus 
 
Terjadinya tindak pidana dalam Kampus adalah merupakan suatu hal 
yang sangat lumrah sebagai manusia biasa, akan tetapi jika tidak dilakukan upaya 
pencegahan maka tindakan tersebut akan menjadi bencana bagi manusia begitupun 
halnya dengan pihak kampus jika tidak melakukan tindakan terhadap pelaku tindak 
pidana dalam kampus maka akan terjadi hal yang sangat menjerumuskan bagi para 
civitas akademika, Upaya atau kebijakan umum dalam masyarakat untuk melakukan 
pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan Kriminal” 
(Criminal policy) kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
luas, yaitu : “kebijakan social” (Social Policy)  yang terdiri dari kebijakan atau 
Upaya-upaya untuk kesejahteraan social (social welfare policy) dan upaya-upaya 
untuk perlindungan Masyarakat (social defence policy)
109
.  
Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik 
kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana. Akan tetapi permasalahan tersebut 
secara eksplisit berbeda dengan dunia kampus. oleh karenanya dalam melihat upaya 
yang dilakukan oleh pihak kampus dipaparkan oleh 100 responden dari 75 mahasiswa 
dan 25 dosen menyatakan bahwa : 
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 TINDAKAN PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH 




Tindakan Pencegahan Yang 
dilakukan 
Mahasiswa Dosen Jumlah 
1. Pembinaan 42 22 64 
2. Membatasi kebebasan 26 1 27 
3. Pemberian ancaman 12 - 12 
4. Melapor Polisi 4 1 5 
5. Tegas terhadap aturan 3 1 4 
 Jumlah 75 25 100 
Sumber data : data primer yang telah diolah tanggal 3 Maret  2011 
 
Data tersebut diatas menunjukan  bahwa tindakan yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana dalam kampus berdasarkan angket dari 25 dosen 
dan 75 mahasiswa menunjukkan bahwa hal yang paling menonjol dilakukan adalah 
melakukan Pembinaan terhadap pelaku hal tersebut tercermin dalam jumlah 
responden yang memilih sebanyak 64 orang atau kisaran 64 % dari akumulasi 100 
peserta responden, tindakan selanjutnya yang sering dilakukan adalah membatasi 
pandangan politik atau pandangan tertentu (tidak transparan) jumlah responden yang 
memilih hal tersebut sebanyak 15 orang atau sekitar 15 %, membatasi kebebasan 
salah satu hal yang dirasakan oleh mahasiswa ubtuk mencegah terjadinya tindak 
pidana dalam kampus hal ini tercermin dalam data responden yang dimiliki oleh 
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Mahasiswa yang memilih hal tersebut sebanyak 12 orang atau kisaran 12 %, 
sedangkan yang memilih opsi Melapor polisi dan tegas terhadap aturan sebanyak 9 
orang atau 9 % . 
Sedangkan menurut paparan pimpinan kampus , upaya yang dilakukan 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam kampus adalah  Membuat kebijakan 
bersama dalam fakultas yaitu menerapkan system “tree ways Communication” 
system ini mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap para pihak yang berperan 
penting dalam proses pembinaan dan pendidikan terhadap mahasiswa. Komunikasi 
yang dimaksud adalah komunikasi yang intens dilakukan dalam menghadapi berbagai 
masalah yang terjadi yang berkaitan dengan kebijakan maupun permasalahan yang 
terjadi dikalangan mahasiswa, dibicarakan bersama oleh mahasiswa, pimpinan dan 
juga meminta pertimbangan para orang tua yang terkait. Hal yang demikian 
diharapkan dapat memajukan reading orientik (kajian orentasi) para mahasiswa demi 
tercapainya apa yang diingingkanya dalam proses perkuliahan dalam kampus. 
Disamping hal yang demikian salah satu yang dilakukan dalam mencegah terjadinya 
mis komunikasi atau tidak jalanya komunikasi diantara civitas akademika diadakan 
pembimbingan terhadap para mahasiswa maupun dosen dalam menunjang 
eksistensinya ditengah pergolakan kampus terutama mahasiswa maupun dosen yang 
memegang amanah sebagai penyambung aspirasi dari orang yang diwakilinya, seperti 
para pengurus BEM, Para Pengurus HMJ sejajaran dan juga pimpinan kampus. 
Dalam melihat fenomena kejadian yang terjadi terutama kejadian yang 
dilakukan oleh para mahasiswa yang melanggar aturan dalam hal ini aturan umum 
119 
 
sebagai bangsa dan bernegara maupun pelanggaran kode etik langkah yang dilakukan 
untuk menindak dan memberikan solusi, sebagai pimpinan yang sering dilakukan 
adalah memberikan tindakan sesuai dengan besar tidaknya pelanggaran yang 
dilakukan, ketika pelanggaran yang dilakukan masih berada pada tataran yang normal 
dan masih bisa ditolerir maka pihak pimpinan dalam artian pimpinan fakultas 
memberikan teguran yang sewajarnya, untuk mencegah terjadinya hal yang lebih 
besar, akan tetapi jika masih melakukan akan dilakukan tindakan yang professional 
dan proporsional. Jika pelanggaran yang dlakukan melanggar kode etik akan 
disampaikan ke pimpinan, akan tetapi jika mengarah kepada tindakan yang 
melanggar aturan umum yang berat akan diserahkan kepada pihak yang berwenang 
dalam hal ini pihak berwajib ( kepolisian )
110
.  
Untuk tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kampus dalam hal ini 
sebagai upaya terjadinya tindak pidana dalam kampus pada saat ini adalah dengan 
melakukan berbagai pembinaan dan pelatihan yang diharapkan nantinya mahasiswa 
dapat memiliki akhlak karimah dan moralitas yang tinggi, akan tetapi hal yang 
demikian belum maksimal karena adanya permasalahan dalam pelaksanaanya. 
kemudian dengan melakukan perbaikan sumber daya manusia yang lebih baik, dan 
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Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam 




1. Pimpinan Harus dekat dengan semua Civitas akademika. 
2. Pemberian Kegiataan yang padat ,terutama yang berkenaan dengan mata 
kuliah. 
3. Penyampaian pesan moral pada saat akhir perkuliahan. 
4. Memberikan keteladanan 
5. Taat dan disiplin terhadap aturan. 
Lebih lanjut paparan beliau bahwa hal yang terpenting yang perlu 
dilakukan sekarang ini menjaga kebersamaan yang terjalin antara pimpinan dengan 
mahasiwa, serta perbaikan kebijakan terutama tentang kebijakan yang dikeluarkan 
harus sesuai dengan prosedur yang ada dan melibatkan pihak yang terkait. Hal yang 
demikian adalah hal yang paling jitu untuk mencegah terjadinya dorongan kepada 
mahasiswa untuk melakukan tindakan yang dapat mengarah kepada tindakan pidana.  
Berdasar dari faktor diatas maka untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam 
kampus kebijakan yang dialakukan oleh fakultas tarbiyah dalam hal ini adalah 
113
:  
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1. Penegakan aturan yang ada, dan menindak semua pelaku yang melanggar 
atuaran. 
2. Rutin melakukan pemeriksaan. 
3. Patroli diperketat. 
4. Melakukan pembimbingan. 
5. Memberikan peringatan terhadap pelaku sesuai dengan pelanggaranya. 
Hal yang menjadi patokan yang  perlu difahami adalah menindak semua 
pelaku pelanggaran dengan melihat pelanggaran yang dilanggarnya dan begitu juga 
konsekuensi yang diberikan adalah bagaimana konsekuensi tersebut dapat 
memberikan efek jera dan kesadaran dalam diri pelaku karena itu adalah bahagian 
dari pendidikan yang harus dijujung tinggi sebagai wadah dan media pendidik yang 
baik.  
Lebih lanjut dipaparkan oleh pimpinan fakultas dakwah dan komunikasi 
Untuk menghindari terjadinya tindak pidana dalam kampus, pimpinan dalam hal ini 
dekan melakukan beberapa cara di antaranya adalah melakukan silaturrahim dengan 
semua unsur pimpinan, bawahan dan mahasiswa atau mengadakan halal bi halal 
untuk memperbaiki tali silatturrahim
114
. 
Melakukan sosialisasi peraturan kode etik dalam kampus, dan yang 
terakhir jika terjadi tindak pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Hal 
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yang demikian adalah salah satu cara yang cukup efektif dilakukan. Adapun tindakan 
yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam kampus
115
 : 
1. Membuat aturan Atau membuat tata tertib. 
2. Membuat dan melindungi barang inventaris kampus. 
3. Memberi Ancaman Kepada para pelaku. 




1. Langsung memecat para pelaku jika sesuai dengan pelanggaranya ( tindak 
pidana ). 
2. Melakukan pembinaan akademik dan kereasi. 
Hal yang demikian adalah merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk 
mencegah dan menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi dalam kampus. 
Kesemuanya itu terealisasi dengan baik dan efektif. Berdasarkan uraian di atas dapat 
di klasifikasi berdasarkan hasil penelitian bahwa Upaya yang dilakukan dalam 
mencegah terjadinya tindak pidana dalam Kampus sebagai berikut :  
a. Upaya Preventif  : 
1) Membuat praturan atau tata tertib (kode etik).  
2) Pemberian Kegiataan yang padat, terutama yang berkenaan 
dengan mata kuliah. 
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3) Melakukan pembinaan baik pembinaan moral dan akhlak. 
4) Melakukan kegiatan silaturrahim atau halal bi halal dengan 
segenap civitas akademika. 
5) Pemberian ancaman. 
b. Upaya Represif : 
1) Memberikan skorsing atau pemecatan terhadap pelaku, dan 
menindak para pelaku dengan peroporsional dan 
provesional. 
2) Melapor Polisi. 

















Adapun yang menjadi Kesimpulan dari paparan dalam skripsi ini sebagai 
berikut : 
1. Bentuk tindak pidana yang terjadi dalam Kampus pada dasarnya dapat 
dikualifikasikan dalam 4 bentuk tindak pidana sebagai berikut : Pencurian, 
Penganiayaan, Pengrusakan barang, Sajam/Senpi. 
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam kampus adalah : 
a. Faktor Umum yang Meliputi : Faktor Biologis atau Pembawaan dari 
para pelaku, Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Pelaku, Faktor 
Spiritualis yang kurang dimiliki oleh para pelaku.  
b. Faktor Internal dalam Kampus Meliputi : Lemahnya pihak keamanan 
dalam mengontrol  segala aktivitas dalam  kampus, Serta kurangnya 
kegiatan yang menyatukan para mahasiswa sehinga jalinan komunikasi 
diatara mereka tidak berjalan dengan baik, Pembinaan yang kurang 
kepada mahasiswa maupun dosen baik itu pembinaan mental maupun 
pembinaan moral, Adanya persaingan antar kelompok baik kelompok 
etnis dalam  hal ini organda maupun kelompok organisasi lainya maupun 
dalam Suksesi di setiap pemilihan. Adanya Konspirasi dan provokasi yang 
dilakukan oleh oknum tertentu, Tidak adanya kedekatan antara pimpinan, 
bawahan dan mahasiswa, sehingga kadang memunculkan mis komunikasi, 
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Ketidak Puasan Mahasiswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pimpinan kampus, Ketidak sadaran diri sebagai Mahasiswa, Dosen dan 
Pimpinan. 
3. Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana dalam 
Kampus sebagai berikut :  
a. Upaya Preventif  : Membuat praturan atau tata tertib (kode etik), 
Pemberian Kegiataan yang padat, terutama yang berkenaan dengan mata 
kuliah, Melakukan pembinaan baik pembinaan moral dan akhlak, 
Melakukan kegiatan silaturrahim atau halal bi halal dengan segenap 
civitas akademika, Pemberian ancaman.  
b. Upaya Represif : Memberikan skorsing atau pemecatan terhadap 
pelaku, dan menindak para pelaku dengan peroporsional dan provisional, 
Melapor Polisi, dan Penegakan terhadap aturan yang ada. 
B. Saran 
Adapun hal yang menjadi saran berdasarkan dari hasil penelitian dan 
akumulasi dari hasil analisis data dari skripsi ini sebagai berikut : 
1. Semua civitas akademika ikut andil dalam mencegah terjadinya tindak 
pidana dalam kampus, termasuk Memperketat aturan dan melakukan 
patroli rutin. 
2. Perlu Adanya kedekatan Khusus atau kegiatan yang dapat memperbaiki 
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